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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu 

Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi 

organisasi. Disamping itu, LKj dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja 

aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. 

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada 

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun 

secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, 

peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini 

menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya 

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran 

keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. 

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan 

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan 

visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai 

pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang 

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya 

dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan 

pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam 

rencana strategis. 

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan 

pemerintahan dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah 

ditetapkan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). 

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang 

tahun 2022 dinyatakan “berhasil”, dari 12 (dua belas) target indikator yang telah 

ditetapkan terdapat 9 (sembilan) indikator yang sangat berhasil sesuai penilaian 

scala ordinal. Meskipun terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai hasil 

maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian 

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan 

penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, 

dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban 

dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah adalah: 

1. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi 

secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan 

lingkungannya; 

2. Terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah; 

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; 

4.  Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: 

1. Rencana strategis; 

2. Perjanjian kinerja; 

3. Pengukuran kinerja; 

4. Pengelolaan data kinerja; 

5. Pelaporan  kinerja; 

6. Reviu dan evaluasi kinerja. 

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa 

penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara 

selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan 

tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. 

Pelaporan kinerja terbagi menjadi 2 (dua) yaitu laporan interim atau laporan 

kinerja triwulan dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja (LKj) merupakan 

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada 

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan dari pelaporan kinerja 

adalah : 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja 

yang telah dan seharusnya dicapai; 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya. 
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Penyusunan LKj berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. LKj Pemerintah Kabupaten Malang 

menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran 

strategis Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2022 dan perkembangan dari tahun-

tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja 

Utama yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Malang Tahun 2022. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan 

target setiap indikator kinerja dengan realisasinya.  

LKj yang telah disusun disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta 

Menteri Dalam Negeri. 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah adalah untuk 

menggambarkan penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan 

capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja 

yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan LKj juga dapat 

memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu 

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Malang. Laporan Kinerja Pemerintah juga digunakan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah 

selama tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 

2021-2026, sebagai bahan pengambilan kebijakan, serta penyusunan rencana 

program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun 

berikutnya. 
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C. Gambaran Umum 

1. Kondisi Geografis 

Karakter Lokasi dan Wilayah  

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian 

tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan 9 (sembilan) 

kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan 

Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur, berbatasan dengan 

Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera 

Indonesia. Sebelah Barat daya, berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kediri. 

Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu, berbatasan 

Utara dengan Kabupaten Jombang dan Mojokerto (Gambar 1.1). Letak geografis 

sedemikian itu menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup 

strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi utara 

maupun selatan yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu. Posisi 

koordinat Kabupaten Malang terletak antara 112°17’, 10,90” Bujur Timur dan 

112°57’, 00,00” Bujur Timur dan antara 7°44’, 55,11” Lintang Selatan dan 8°26’, 

35,45” Lintang Selatan.  Dengan luas wilayah sekitar 3.530,65 km2 (sumber: 

Badan Pusat Statistik), Kabupaten Malang terletak pada urutan luas terbesar 

kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah 

Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan 12 

Kelurahan, 378 Desa, 3.155 Rukun Warga (RW) dan 14.696 Rukun Tetangga 

(RT), dengan jumlah penduduk 2.650.825 penduduk (sumber: BPS per 31 

Desember 2022) yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan dan 

terletak antara 0-2000 m dari permukaan laut.  

Wilayah datar sebagian besar terletak di Kecamatan Bululawang, 

Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji sebagian 

Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, 

Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum dan 

Gedangan. Wilayah bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, 

Wagir dan Wonosari. Daerah terjal perbukitan sebagian besar di Kecamatan 

Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan 

Tirtoyudo. 
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Gambar1.1  Letak dan Batas Kecamatan di Kabupaten Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kabupaten Malang dalam angka 2019 

 

2. Kondisi Topografis  

Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh 6 

(enam) gunung berapi dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 

250-500 meter dari permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah 

Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur 

(Gunung Kendeng) di bagian Selatan pada ketinggian 0-650 meter diatas 

permukaan laut (dpl), daerah lereng Tengger Semeru di bagian timur membujur 

dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dari permukaan laut dan 

daerah lereng Kawi Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dari 

permukaan laut. Terdapat 9 gunung dan 1 pegunungan yang menyebar merata 

di sebelah utara, timur, selatan dan barat wilayah Kabupaten Malang yaitu: 

G.Kelud (1.731 m), G. Kawi (2.651 m), G. Panderman (2.040 m), G. Anjasmoro 

(2.277 m), G. Welirang (2.156 m), G. Arjuno (3.339 m), G. Bromo (2.329 m), G. 
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Batok (2.868 m), G. Semeru (3.676 m), serta Pegunungan Kendeng (600 m). 

Kondisi topografi seperti ini mengindikasikan potensi hutan yang besar, memiliki 

sumber air yang cukup yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-

sungainya untuk mengaliri lahan pertanian. Kabupaten Malang memiliki 18 

sungai besar, diantaranya Sungai Brantas sebagai sungai terbesar dan 

terpanjang di Jawa Timur.  

Kondisi topografis pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah 

Kabupaten Malang sebagai daerah yang sejuk dan banyak diminati sebagai 

tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Berdasarkan hasil pemantauan 

Stasiun Klimatologi Karangploso Malang, pada Tahun 2021 suhu udara rata-rata 

relatif sedang, berkisar antara 22,5° C hingga 26,2° C. Kelembaban udara rata-

rata berkisar antara 66 persen hingga 95 persen dan curah hujan rata-rata 

berkisar antara 11 mm hingga 529 mm. (sumber: Kab. Malang Dalam Angka 

Tahun 2022) 

Secara geografis wilayah Kabupaten Malang yang merupakan 

pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir. Maka klasifikasi 

pengembangan wilayah daratan sesuai potensi - potensi yang ada  adalah hutan 

bakau, perikanan darat, perkebunan, permukiman dan hutan. Beberapa 

permasalahan pengembangan wilayah adalah kerusakan alam dan lingkungan 

seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, 

sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, terbatasnya ketersediaan 

lahan. Sedangkan potensi pengembangan wilayah diarahkan ke pengembangan 

kawasan sebagai berikut: 

a. Gunung Bromo di Kecamatan Poncokusumo meliputi potensi alam yang 

sangat indah, aktifitas keagamaan dan acara ritual Yadnya Kasada dari 

masyarakat Tengger yang memiliki keunikan tersendiri, vegetasi yang 

beragam seperti bunga abadi edelweis, serta flora fauna yang sangat indah; 

b. Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan aktifitasnya antara lain 

adanya mitos dan kepercayaan tentang Gunung Kawi dan komoditasi 

budaya termasuk Kirab Budaya Agung, Pesarean yang dikeramatkan, kirab 

dan Gebyar Suroan;  

c. Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang yaitu keindahan bendungan yang 

dikelilingi gunung;  

d. Potensi alam Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan memiliki 

potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar. 

e. Potensi Pariwisata Pantai di sepanjang Jalur Lintas Selatan 

Untuk efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan 

Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 Wilayah Pengembangan (WP):  
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a. Wilayah Pengembangan lingkar Kota Malang yang berorientasi ke Kota 

Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan 

Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, 

Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki 

potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian 

(tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta 

transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 

1) Peningkatan akses jalan tembus Kota Malang; 

2) Pengembangan jalan Malang – Batu; 

3) Peningkatan konservasi lingkungan; 

4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang - Bandara Abdul Rahman 

Saleh; dan  

5) Pengembangan permukiman. 

Di WP ini dikembangkan: 

 Sektor pertanian: pengenmbangan komoditas Alpukat Pameling 

(Branding nasional); 

 Sektor ekonomi kreatif desa: pengembangan NK Café Karangploso, 

Pengembangan BUMDes Mitra Sejahtera;  

 Sektor pariwisata: pengembangan BUMDes Sumber Rejeki dan Bumi 

Wangi.  

 Sektor Ekonomi: Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari; 

 Pengelolaan sampah terpadu TPST3R Mulyo Agung Bersatu. 

b. Wilayah Pengembangan Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen 

(meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, 

Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, 

Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, 

Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor 

perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan) peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, 

kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan 

infrastruktur: 

1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen; 

2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Pantai Ngliyep; 

3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat 

kecamatan; 

4) Percepatan penyelesaian JLS; 

5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan; dan  

6) Pengembangan permukiman.  
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Di WP ini dikembangkan:  

 Sektor pertanian: padi unggulan Brangbiji dan Inpari Nutri Zinc 

(branding nasional), Pengembangan BUMDes Wonosari Indah; 

 Sektor industri: pabrik pengelolaan susu Greenfield kualitas eksport; 

 Sektor Ekonomi: Pengembangan BUMDes Salam Mulya Abadi (Pasar 

Desa), BUMDes Dadi Makmur (kerajinan tangan), BUMDes Gardam 

Lestari (budidaya tanaman hidroponik dan produksi rak hidroponik), 

BUMDes Jati Diri (Pengolahan Sampah menjadi produk), BUMDes 

Sikowilangun, BUMDes Maju Bersama, BUMDes Girimoyo Bersatu, 

BUMDes Barokah Jaya, BUMDes Jaya Makmur, BUMDes Kebobang 

Cemerlang; 

 Sektor Pariwisata: Pengembangan BUMDes Barokah (Wisata Sumber 

Sira), BUMDes Dilem Makmur; BUMDes Girimoyo Bersatu, BUMDes 

Tegalarum. 

 Sektor Pertanian: Kopi Merah di Jambuer; 

 Sektor Peternakan: Pembibitan Ikan Nila, Kambing; 

 Program Pentahelik: Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hidro (PLTMH) 

Sumber Maron;  

 Pengelolaan Sampah TPA Wisata Edukasi Talang Agung yang 

menghasilkan Gas Metan 2 untuk dimanfaatkan masyarakat sekitar; 

 

c. Wilayah Pengembangan Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan 

Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan 

Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara 

lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan 

perkebunan), peternakan, industri serta perikanan air tawar, dengan prioritas 

pengembangan infrastruktur sebagai berikut: 

1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan; 

2) Jalan penghubung ke Blitar dari Ngantang; 

3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang 

Pujon–Ngantang–Kasembon–Kandangan; 

4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi.  

Di WP dikembangkan: 

 Sektor Peternakan : sentra susu sapi perah  

 Sektor Pariwisata: desa wisata yang telah diresmikan secara nasional 

dan sekaligus menjadi tolak ukur kepada desa-desa lainnya di Kabupaten 

Malang untuk mengembangkan ekonomi kreatif dengan metode Penta 

Holix. 
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 Sektor Ekonomi: BUMDes Sejahtera Bersama, BUMDes Asha Wiyakta, 

Koperasi SAE. 

 Program Unggulan: Pasar Mantung (IRRC) 

d. Wilayah Pengembangan Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan 

Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, 

Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub 

sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan 

perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas 

pengembangan infrastruktur: 

1) Jalan utama Poncokusumo-Wajak-Pakis-Bromo-Jabung-Tumpang 

(Poncowismojatu); 

2) Jalan pada pusat ekonomi di perdesaan; 

3) Jalan tembus utama antar kecamatan; 

4) Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air. 

Di WP ini dikembangkan: 

 Sektor Pariwisata:  Kawasan Agropolitan Poncokusumo yang termasuk 

pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan 

Minapolitan Wajak; 

 Sektor Pariwisata: Program Sida Poncowismojatu yaitu Sistem Inovasi 

Daerah yang merupakan suatu bentuk cara pandang atau pendekatan 

pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, 

berkelanjutan dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar 

stakeholders pembangunan daerah; 

 Sektor Peternakan: Pengembangan produk sapi perah dan Ikan Nila 

Merah; 

 Sektor Ekonomi Kreatif: Pembuatan Keju Wajak, BUMDes Mulya Jaya 

dan BUMDes Sidorejo Mandiri. 

e. Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, 

Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan 

pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, 

memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan 

perkebunan), peternakan, perikanan laut, industri, pariwisata serta kehutanan, 

dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 

1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi; 

2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata); 

3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila 

terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami; 

4) Peningkatan irigasi dan sediaan air. 
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Di WP dikembangkan: 

 Sektor Peternakan:  Kambing Peranakan Etawa (PE) 

 Sektor Pertanian:  Dikembangkan kopi yang sudah di eksport yang dikenal 

dengan nama Kopi Amstirdam, BUMDes Agro Sejahtera (Dampit, 

Tirtiyudo, Ampelgading) 

 Sektor Pariwisata: wisata prioritas nasional yaitu wisata alami (Danau 

Taman Wisata Andeman); BUMDes Telogo Tirto; Wisata Banyu Umbul dan 

Kampung Dandang; 

 Sektor Ekonomi: Pengembangan BUMDes Gedogwetan (Pasar Waringin 

Baru), BUMDes Suko Makmur dan BUMDes Barokah Makmur, serta 

dikembangkan penangkapan dan pengolahan ikan tuna; 

 Program Pentahelix: Pengembangan BUMDes  Kerto Raharjo (Boon Pring) 

dan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Helix (PLTMH) Boon Pring; 

f. Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di 

perkotaan Sendang Biru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, 

Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan 

sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, 

pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas 

pengembangan infrastruktur:  

1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi; 

2) Jalan menuju pantai selatan terutama ke Sendang Biru dan Bajul Mati 

(untuk perikanan dan pariwisata); 

3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional; 

4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami); 

5) Peningkatan irigasi dan sediaan air.  

Di WP ini dikembangkan: 

 Sektor Ekonomi: Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendang Biru dan 

direncanakan pembangunan pelabuhan umum serta Unit Pelaksanaan 

Teknis Pelelangan Ikan (TPI) yang berada dibawah Unit Pelaksanaan 

Teknis serta penangkapan dan pengelahan ikan tuna. Pada wilayah 

kecamatan Gedangan dan Kecamatan Bantur dikembangkan sentra sapi 

potong; 

 Sektor Pariwisata: Pengembangan BUMDes Samudra. 

3. Wilayah Rawan Bencana  

Dengan posisi geografis, fisiografis, demografis, geologis, serta 

topografis Kabupaten Malang yang bergunung-gunung serta memiliki bentang 
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wilayah yang sangat luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga 

memiliki potensi rawan bencana banjir, erosi, longsor dan juga tsunami, antara 

lain:  

a. Wilayah potensi bencana banjir dan longsor, meliputi: 

1) Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading; 

2) Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa 

Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo; 

3) Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi 

Kecamatan Gedangan; 

4) Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa 

Sumberoto Kecamatan Donomulyo; 

5) Desa Sitiarjo dan Desa Tambaksari Kecamatan Sumbermanjing Wetan; 

6) Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon; 

7) Desa Kemiri Kecamtan Jabung; 

8) Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan 

9) Desa Srimulyo Kecamatan Dampit. 

b. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi: 

1) Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi 

bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo; 

2) Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, 

Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo yang berpotensi 

bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru; 

3) Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana 

bom-bom, laipili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/SO4, SO2) dari 

Gunung Kelud; dan 

4) Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan 

Kecamatan Lawang berpotensi bencana gas solfatara-fumarola hingga 

belerang (SO4) dari Gunung Arjuno – Gunung Welirang. 

c. Wilayah potensi bencana alam gempa bumi, meliputi Kecamatan Gedangan, 

Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan 

Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading. 

d. Wilayah potensi bencana alam tsunami meliputi wilayah Kabupaten Malang 

bagian Selatan yaitu Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Bantur, 

Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan 

Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading. 

e. Potensi Bencana Alam Puting Beliung mencakup wilayah Kecamatan 

Pagak, Kecamtan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, 
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Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromongan, Kecamatan Pakis dan 

Kecamatan Poncokusumo. 

4. Organisasi Perangkat Daerah 

 Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang 

menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Kabupaten Malang telah membentuk 

Kelembagaan Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah.  

 Sebagai tindak lanjut penataan kelembagaan Perangkat Daerah 

Kabupaten Malang telah dilaksanakan harmonisasi dengan beberapa Peraturan 

Teknis sebagai Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah antara lain: 

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Sekretariat DPRD Kab/Kota; 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota yang 

Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang 

Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat 

Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan 

Bangsa dan Politik; 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kab/Kota; 

g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang 

Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas 

Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 
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h. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 

13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 

i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan 

Kebudayaan; 

j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 Tahun 2016 

tentang  Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan 

Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang 

Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan; 

k. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan 

Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional; 

l. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. 

Sebagaimana tindak lanjut dari Peraturan Teknis di atas, maka dilakukan 

Penataan Kelembagaan dan Penyederhanaan Birokrasi pada Perangkat Daerah. 

Kemanfaatan dari implementasi dimaksud antara lain: 

1. Efisiensi kebutuhan Perangkat Daerah bisa terukur; 

2. Peningkatan pelayanan publik; 

3. Level tatalaksana kinerja birokrasi lebih sederhana (2 level). 

Jumlah jabatan administrasi dan pengawas (Eselom III, Eselon IV) yang 

disetarakan ke jabatan fungsional tertentu sebanyak 401 ASN, serta telah 

diberikan persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN 

RB pada tanggal 24 Desember 2021. 

Adapun Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten 

Malang yang sudah diharmonisasi dan disederhanakan sebagai berikut: 

a. Staf Ahli 

b. Sekretariat Daerah terdiri dari: 

1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi: 

a)  Bagian Tata Pemerintahan; 

b)  Bagian Kesejahteraan Rakyat; 

c)  Bagian Hukum; dan 

d)  Bagian Kerja Sama. 

2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi: 

a) Bagian Perekonomian; 

b) Bagian Administrasi Pembangunan; 

c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan  

d) Bagian Sumber Daya Alam. 
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3) Asisten Administrasi Umum membawahi: 

a) Bagian Umum; 

b) Bagian Organisasi; 

c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan 

d) Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

c. Sekretariat DPRD 

d. Inspektorat Daerah 

e. Dinas Daerah, terdiri dari: 

1) Dinas Pendidikan; 

2) Dinas Kesehatan; 

3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; 

4) Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga; 

5) Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air; 

6) Dinas Sosial; 

7) Dinas Tenaga Kerja; 

8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

9) Dinas Ketahanan Pangan; 

10) Dinas Lingkungan Hidup; 

11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

13) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

14) Dinas Perhubungan; 

15) Dinas Komunikasi dan Informatika; 

16) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 

17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

18) Dinas Pemuda dan Olahraga; 

19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 

20) Dinas Pertanahan; 

21) Dinas Perikanan 

22) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 

23) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 

24) Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 

25) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

f. Badan Daerah, terdiri dari:  

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

3) Badan Keuangan dan Aset Daerah; 

4) Badan Pendapatan Daerah; 
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5) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah; 

7) Badan Penaggulangan Bencana Daerah. 

g. Satuan Polisi Pamong Praja  

h. Rumah Sakit Daerah, terdiri dari: 

1) RSUD Kanjuruhan, dan 

2) RSUD Lawang. 

Pada tahun 2022 sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 Tentang Perangkat Daerah, Nomenklatur Rumah Sakit Umum Daerah 

diubah menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah. 

i.  Kecamatan yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga).  

5. Sumber Daya Manusia Aparatur 

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam 

tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang 

memadai sesuai dengan kebutuhan. Kondisi sumber daya aparatur pada 

Pemerintah Kabupaten Malang disajikan dalam grafik sebagai berikut:  

Grafik Data PNS Kabupaten Malang Berdasarkan Golongan Ruang 

 
 

Sumber:  (Badan Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber Daya Manusia Kabupaten malang 
per Desember 2022) 

  
Berdasarkan grafik PNS Kabupaten Malang diatas, dapat digambarkan bahwa 

PNS golongan III/b merupakan kelompok Golongan PNS dengan jumlah 

http://bkpsdm.malangkab.go.id/website/Statistik/grafikGolongan


      

 
Laporan Kinerja  Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022 
 
  

   15 

terbanyak dengan jumlah 1839 PNS dan golongan I/b dengan jumlah paling 

sedikit dengan jumlah 1 PNS. Berdasarkan Database Kepegawaian Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia jumlah keseluruhan 

PNS di Kabupaten Malang 10.069 orang.   

6. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 

Sebelum diuraikan perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan 

pengukuran kinerja tahun 2022 terlebih dahulu disampaikan capaian kinerja 

Tahun 2021 guna memberikan gambaran terhadap capaian kinerja tahun 2022 

yang merupakan tingkat keberhasilan kinerja Kabupaten Malang pada periode 

tahun kedua, sejak ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 

2021-2026.  

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 yang telah disusun dalam 

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan telah 

disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut: 

 

No 
Sasaran Strategis Indikator  Target  Realisasi Capaian  

1 Mewujudkan mentalitas 

kehidupan sosial yang 

tertib melalui 

terciptanya kerukunan 

kehidupan umat 

beragama dan 

kepatuhan masyarakat 

terhadap peraturan 

diberlakukan didaerah 

Persentase konflik 

sosial yang ditangani 

100% 100% 100% 

2 Mewujudkan reformasi 

birokrasi dalam 

mendukung tata kelola 

pemerintahan yang 

baik 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

70,20 73,39* 104,54* 

3 Meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia 

Indeks Pembangunan 

Manusia 

70,00  

- 

70,50 

70,60** 100,8% 
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No 
Sasaran Strategis Indikator  Target  Realisasi Capaian  

4 

 

Meningkatkan 

perekonomian 

masyarakat 

1. Persentase 

tingkat 

pertumbuhan 

ekonomi 

5,70%  

-  

5,91% 

3,12%** 54,73% 

2. Jumlah 

kunjungan 

wisatawan 

nusantara dan 

wisatawan 

mancanegara 

10.052.688 

orang 

1.521.144 

orang 
15,13% 

5 

 

Mewujudkan 

penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

dalam mengentaskan 

kemiskinan yang 

responsif, transparan 

dan akuntabel 

 

 

1. Persentase angka 

kemiskinan 

9,44%  

- 

9,04% 

10,50%** 88,77% 

2. Persentase desa 

mandiri 

9,52% 14,81% 155,57% 

6 Meningkatkan kualitas 

dan kuantitas 

infrastruktur daerah 

dalam rangka untuk 

pemerataan hasil 

pembangunan 

Indeks Gini 

0,304 

- 

0,300 

0,367** 79,28% 

7 Meningkatkan 

kebersamaan 

masyarakat dalam 

mewujudkan 

pembangunan yang 

berwawasan 

lingkungan  

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) 

69,51 79,52 114,40% 

*     Data sementara berdasarkan hasil penilaian mandiri  
**   Data dari BPS 

 



      

 
Laporan Kinerja  Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022 
 
  

   17 

D. Isu-Isu Strategis 

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Malang untuk periode 2021-2026 

yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi 

dalam pembangunan Kabupaten Malang. Pembentukan isu-isu strategis di 

Kabupaten Malang ini dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil 

pembangunan periode sebelumnya; telaah terhadap dokumen RPJMD 

Kabupaten Malang 2005-2025; telaah terhadap RPJMD Provinsi Jawa Timur 

2019-2024; telaah terhadap isu internasional; telaah terhadap platform Bupati 

dan Wakil Bupati Terpilih; telaah terhadap dokumen kualitas lingkungan hidup; 

analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain 

sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan. 

1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Malang  

A. Identifikasi permasalahan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang 

berdasarkan urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar: 

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan; 

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; 

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman; 

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta 

Perlindungajn Masyarkat; 

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; 

B. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang 

berdasarkan urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar: 

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja; 

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

c. Urusan Pemerintahan Bidang pangan; 

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan; 

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; 

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana; 

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; 
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j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika; 

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal; 

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; 

n. Urusan Pemerintah Bidang Statistik; 

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian; 

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan; 

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; 

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; 

C. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang 

Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan 

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan; 

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata; 

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; 

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan; 

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; 

f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi. 

 

E. Sistematika 

 
Kata Pengantar 

Ringkasan Eksekutif   

Daftar Isi   

BAB I PENDAHULUAN 

  A. Latar Belakang 

  B. Maksud dan Tujuan  

  C. Gambaran Umum  

1. Kondisi Geografis 

2. Kondisi Topografis 

3. Wilayah Rawan Bencana 

4. Organisasi Perangkat Daerah  

5. Sumber Daya Manusia Aparatur  

6. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 

  D. Isu-Isu Strategis 

  E. Sistematika 

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

  A.  Perencana Strategis 

  B.  Perjanjian Kinerja  
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

  A. Capaian Kinerja Organisasi 

  1. Capaian Kinerja 

  1.1. Perbandingan Antara Target & Realisasi Kinerja Tahun 

2022 

  1.2. Perbandingan Capaian KinerjaTahun 2022 dengan 

Tahun   2021 

  1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode 

RPJMD 

1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian 

Nasional 

  2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi 

  3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran 

  1.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan 

1.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran 

1.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 B. Realisasi Anggaran 

 C. Prestasi Tahun 2022 

BAB IV    PENUTUP 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 

- Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

- Pengukuran Kinerja Tahun 2022 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA  

A. Perencanaan Strategis 

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil 

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara 

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan 

kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu 

Rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, 

sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan 

dalam pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. 

Perencanaan Strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang 

selanjutnya disingkat RPJM merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 

(lima) tahun, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2004 ayat (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan 

memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi 

pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai 

dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan 

yang bersifat indikatif. 

Kedudukan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Malang untuk periode 5 (lima) 

tahun pada tahap ke-4 dari RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025. Dokumen 

perencanaan ini dalam perkembangannya dapat mengalami perubahan berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan 

bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil 

pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau 

penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan 

RPJMD Kabupaten ini didasarkan pada pertimbangan karena adanya perubahan 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini juga diatur dalam 
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ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan 

Pembangunan Daerah yaitu pasal 282 ayat (1) huruf (c) bahwa Perubahan RPJPD 

dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar. 

Selanjutnya diperjelas pada ayat (2) bahwa perubahan yang mendasar 

sebagaimana disebut pada ayat (1) Huruf (c) mencakup antara lain terjadinya 

bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, 

gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. 

Ketentuan tersebut diatas menjadi landasan pemikiran untuk dilakukan 

penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, dengan maksud untuk 

menyelaraskan konsistensi antara dokumen perencanaan dan akuntabilitas 

pelaporannya. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeerah Kabupaten Malang Tahun 

2021-2026. 

1. Visi 

Pengertian Visi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2004 Pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang 

tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 harus dicapai pada 

tahun 2022. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala 

Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan 

RPJM Nasional. Oleh karenanya, perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD 

Kabupaten Malang  tidak sepenuhnya berasal dari visi, misi dan program Kepala 

Daerah, namun juga menyesuaikan dengan RPJM Nasional dan Provinsi. 

Visi Kabupaten Malang yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang 

tahun 2021-2026 adalah: 

 

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, 

Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong 

berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

Bhineka Tunggal Ika”. 

 

Pernyataan visi Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dimaknai sebagai siatu 

kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material masyarakat 
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Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan 

berdaya saing, memiliki tingkat keuasan hiduo yang mencukupi kebutuhan dasar 

baik meterial dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga terppenuhi kebahagiaan 

hidupnya. Hal ini selaras dengan pesan filosofis makna lambang Kabupaten Malang 

“Satata Gama Karta Raharja” yang mencerminkan Masyarakat Adil dan Makmur 

meteriil dan apirituil disertai kerukunan beragama yang satu dengan yang lain atas 

kesucian yang langgeng (abadi). 

Kabupaten Malang MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul 

dan Responsif) merupakan hal-hal pokok dan penting yang terkandung dalam visi 

dan pijakan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. 

Untuk setiap pokok tersebut dijelaskan dalam tabel sebagai berikut : 

 

No. 
Pokok-

pokok Visi 
Penjelasan Kerkaitan Visi Misi 

 Maju Menggambarkan bahwa 

pembangunan menunjukkan 

adanya peningkatan yang 

lebih baik dari sebelumnya, 

terutama dilihat dari semakin 

meningkatnya akses 

pelayanan dasar masyarakat, 

meningkatnya kualitas 

pelayanan publik serta 

meningkatnya kualitas hidup 

masyarakat. Pembangunan 

dilakukan dengan berupaya 

mengelola Kabupaten Malang 

secara terarah didasarkan 

pada program dan 

pelaksanaan yang tepat, 

serta pengawasan yang ketat 

sehingga “Kemajuan” dapat 

dicapai 

Pokok visi pembangunan “maju” 

memiliki keterkaitan dengan misi 

ke-1 yaitu mewujudkan 

kesejahteraan rakyat dan 

membangun sumber daya 

manusia. Upaya pemenuhan 

kesejahteraan rakyat dan 

pembangunan sumber daya 

manusia diwujudkan melalui 

pemenuhan kebutuhan 

pelayanan dasar, peningkatan 

pendapatan yang bersumber dari 

potensi sumber daya alam dan 

perluasan lapangan pekerjaan. 

Selain itu, pokok visi “maju” juga 

memiliki keterkaitan dengan misi 

ke-3 yaitu upaya dalam 

mewujudkan inovasi pelayanan 

publik dan pembangunan 

kemandirian desa. Pembangunan 

dilakukan dalam upaya 



      

 

 
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022 
 

23 

 

pengelolahan pembangunan 

secara tepat sehingga program 

yang dilaksakan dapat 

mencapai “Kemajuan” di 

Kabupaten Malang 

 Agamis Memiliki arti bahwa 

pembangunan Kabupaten 

Malang mengandung nilai-

nilai agama sebagai 

pedoman kehidupan 

bermasyarakat yang 

kondusif, toleran, harmonis 

dan religius yang tercermin 

dalam tatanan kehidupan 

masyarakat yang aman, 

tentram dan nyaman. 

Pokok visi “agamis” memiliki 

keterkaitan dengan misi ke-2. 

Pembangunan Kabupaten 

Malang diarahkan dalam upaya 

pemenuhan iklim kehidupan yang 

demokratis, tertib, agamis 

berlandaskan pancasila melalui 

pembangunan kepemudaan dan 

peningkatan kesadaran hukum 

dan partisipasi politik yang 

demokratis. Upaya pembangunan 

ini diwujudkan melalui 

peningkatan stabilitas 

perlindungan sosial dan 

peningkatan kerukunan umat 

beragama sehingga diharapkan 

dapat tercipta tatanan kehidupan 

masyarakat yang aman, tentram 

dan nyaman. 

 Kreatif Memiliki arti bahwa 

pembangunan diarahkan 

untuk membentuk daerah 

yang mandiri dengan 

memanfaatkan potensi yang 

dimiliki oleh masing-masing 

daerah. Pembangunan 

diarahkan secara inovatif 

terhadap perkembangan 

teknologi dengan 

Pokok visi “kreatif” memiliki 

keterkaitan dengan misi ke-5 

yaitu upaya dalam memperluas 

pemanfaatan potensi lingkungan 

hidup, pariwisata, seni budaya, 

industri kreatif dan investasi 

pembangunan berkelanjutan 

melalui optimalisasi potensi lokal 

yang dimiliki oleh masing-masing 

daerah. Pengembangan potensi 
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mengoptimalkan potensi 

yang dimiliki serta menggali 

sumbersumber pendapatan 

daerah yang berpotensi untuk 

dikembangkan dengan tetap 

berpegang kepada budaya dan 

kearifan lokal. 

lokal diharapkan dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi 

yang lebih tinggi dari wilayah 

lainnya. 

 Mandiri Memiliki arti bahwa 

pembangunan Kabupaten 

Malang berorientasi untuk 

terus maju dengan bertumpu 

pada kekuatan dan daya 

inovasi masyarakat dan 

daerah. Kemampuan yang 

dimaksud adalah 

kemampuan untuk 

mewujudkan kehidupan yang 

sejajar dengan daerah lain 

dengan mengandalkan 

potensi yang dimiliki. 

Kemandirian tercermin pada 

kemampuan nyata 

pemerintah dan masyarakat 

dalam memenuhi 

ketersediaan sumber daya 

manusia yang berkualitas 

dan mampu memenuhi 

tuntutan akan kebutuhan di 

masa yang akan datang 

dalam menunjang 

pembangangunan 

berkelanjutan. 

Pokok visi “mandiri” memiliki 

keterkaitan dengan misi ke-3 

yaitu upaya pembangunan 

kemandirian desa. Kemandirian 

desa diwujudkan melalui 

pembangunan infrastruktur antar 

kawasan, peningkatan inovasi 

dan teknologi informasi pelayanan 

publik serta peningkatan kinerja 

pemerintah daerah. Selain itu, visi 

“mandiri” juga memilki keterkaitan 

dengan misi ke-4 yaitu upaya dalam 

mewujudkan keluarga bahagia, 

mandiri dan sejahtera. Upaya ini 

diwujudkan melalui peningkatan 

kesejahteraan keluarga, 

perempuan dan perlindungan anak. 

 Unggul Memiliki arti bahwa kapasitas 

dan kemampuan kompetensi 

Pokok misi “unggul” memiliki 

keterkaitan dengan misi ke-1. 
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yang dihasilkan Kabupaten 

Malang dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi lebih 

tinggi dari wilayah lainnya. 

Peningkatan pertumbuhan 

ekonomi dilaksanakan 

melalui pengembangan 

secara optimal potensi 

unggulan yang dimiliki oleh 

masing-masing sektor. Hal 

tersebut guna mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera 

dari segala aspek baik 

sandang, pangan dan papan 

yang dengan kualitas hidup 

yang meningkat. 

“keunggulan” pembangunan 

Kabupaten Malang diwujudkan 

melalui upaya peningkatan 

kesejahteraan rakyat dan 

pembangunan sumber daya 

manusia yang unggul baik 

melalui peningkatan akses 

pelayanan dasar masyarakat, 

peningkatan pendapatan 

masyarakat yang bersumber dari 

potensi alam yang dimiliki dan 

perluasan akses lapangan 

pekerjaan dan wirausaha baru. 

 Responsif Memiliki arti bahwa 

penyelenggaraan 

pemerintahan Kabupaten 

Malang dilakukan secara 

professional, transparan, dan 

bersih melalui prinsip 5K 

yaitu kerja keras, kerja 

cerdas, kerja ikhlas, kerja 

tuntas dan kerja prestasi 

guna mencapai tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

Pokok misi “Responsif” memiliki 

keterkaitan dengan misi ke-3 

yaitu upaya dalam mewujudkan 

inovasi pelayanan publik. 

Peningkatan pelayanan publik 

diwujudkan melalui peningkatan 

kinerja aparatur pemerintah 

secara transparan, akuntabel dan 

responsif serta pengembangan 

inovasi dalam teknologi informasi 

dalam menunjang pemenuhan 

pelayanan publik. 

 

  

2. Misi  

Pengertian Misi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2004  Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai 

pemersatu gerak, langkah bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan 
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tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan 

Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:  

MISI 1 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, embangun Sumber 

Daya Manusia Unggul; 

MISI 2  : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertip, dan 

Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila; 

MISI 3 : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan 

Pembangunan Kandirian Desa; 

MISI 4 : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri, dan Sejahtera; 

MISI 5 : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, 

Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi 

Pembangunan Berkalajutan; 

 

3. Tujuan  

Pengertian tujuan menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja, Instansi Pemerintahan, adalah sesuatu (apa) yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) 

tahunan. Tujuan dimaksud mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta 

didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Berdasarkan hal tersebut, maka 

tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat 

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Berikut ini 

tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan antara lain: 

 Misi Kesatu : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, embangun 

Sumber Daya Manusia Unggul. 

   Tujuan : a.   Meningkatnya pembangunan sumber daya manusia 

yang unggul; 

b. Meningkatkan kualitas Hidup masyarakat; 

c. Memperluas Akses Lapangan Kerja dan Wirausaha 

Baru; 

 Misi Kedua : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertip, 

dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila 



      

 

 
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022 
 

27 

 

 Tujuan : a.   Menumbuhkan Kesdaran Hukum dan Partisipasi Politik 

yang Demokratis dan Agamis; 

 Misi Ketiga : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan 

Pembangunan Kandirian Desa 

   Tujuan : a.   Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang 

Transparan, Akuntabel dan Responsif serta 

meningkatkan Inovasi dan Teknologi Informasi 

Pelayanan Publik; 

b. Meningkatnya Kemandirian Desa dan Pembangunan 

Insfrastruktur Antar Kawasan; 

 Misi Keempat : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri, dan Sejahtera 

Tujuan : a. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga, Perempuan 

dan Perlindungan Anak; 

 Misi Kelima : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, 

Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi 

Pembangunan Berkalajutan 

 Tujuan : a.   Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang 

Kondusif untuk menjamin keberlangsungan Usaha 

Ekonomi; 

b. Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha 

Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan 

Pariwisata untuk mendukung Kunjungan Sejuta 

Wisatawan Domestik dan Luar Negeri; 

c. Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu Dan 

Kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 

Yang Seimbang, Indah, Bersih Dan Nyaman. 

4. Sasaran 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi 

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang 

lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang 

dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan 

pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator 

sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. 

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan 

secara berkesinambungan dalam Rencana Strategis/Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah. Adapun sasaran umum yang merupakan target atau 
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hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 

5 tahun kedepan yang diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan 

masyarakat yaitu sebagai berikut: 

 Misi Kesatu : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, embangun Sumber 

Daya Manusia Unggul. 

1. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul memiliki 

sasaran sebagai berikut: 

a) Meningkatnya kualitas Hidup masyarakat; 

b) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 

2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memiliki sasaran sebagai berikut: 

a) Meningkatnya kesejahteraan PMKS; 

b) Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH). 

3. Memperluas akses lapangan kerja dan wirausaha baru, memiliki sasaran 

sebagai berikut: 

a) Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta 

menciptakan hubungan industrial yang harmonis; 

b) Meningkatnya jumlah wirausaha baru mikro dan kecil. 

 Misi Kedua : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertip, 

dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila 

1. Menumbuhkan kesdaran hukum dan partipasi politik yang demikratis dan 

agamis, memiliki sasaran sebagai berikut: 

a) Meningkatnya stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat; 

b) Meningkatnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan. 

 Misi Ketiga : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan 

Pembangunan Kandirian Desa 

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel dan 

responsifserta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik, 

memiliki sasaran sebagai berikut: 

a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang 

berkualitas; 

b) Meningkatnya inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik; 

c) Meningkatnya kualitas dan teknologi ASN Pemerintah Daerah; 

d) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintah 

Daerah; 

e) Meingkatnya kemandirian fiskal daerah. 



      

 

 
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022 
 

29 

 

2. Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan insfrastruktur antar 

kawasan, memiliki sasaran sebbagai berikut: 

1) Meningktanya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; 

2) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan insfrastruktur jalan dan sumber 

daya air; 

3) Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi; 

4) Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak. Pelayanan 

air minum dan sanitasi. 

 Misi Keempat : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri, dan Sejahtera 

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan anak, 

memiliki sasaran sebagai berikut: 

1) Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak; 

2) Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk. 

 Misi Kelima : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, 

Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi 

Pembangunan Berkalajutan 

1. Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin 

keberlangsungan usaha ekonomi, memiliki sasaran sebagai berikut: 

a) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan innvestasi daerah; 

b) Meningkatnya nilai tambah peran industri dan perdagangan dalam 

stabilitas perekonomian; 

c) Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian (tanaman pangan, 

holtikiultura perkebunan, perikanan, dan peternakan). 

2. Mengembangkan teknologi informasi usaha kelompok ekonomi kreatif, seni 

budaya dan pariwisata untuk mendukung kunjungan sejuta wisatawan 

domestik dan laur negeri, memiliki sasaran sebagai berikut: 

a) Meningkatnya kunjungan wisatawan; 

b) Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan 

bermasyarakat di Kabupaten Malang. 

3. Mengembangkan potensi kawasan terpadu dan kelestarian sumber daya alam 

dan lingkungan hidup yang seimbang, indah, bersih dan nyaman yang 

memiliki sasaran sebagai berikut: 

a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; 

b) Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana. 
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Selain Tujuan dan Sasaran dari RPJMD tahun 2021-2026 telah 

ditetapkan juga dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 

188.45/640/KEP/35.07.013/2022 tentang Materi Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 

2021-2026. 

Misi Kesatu : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, embangun Sumber 

Daya Manusia Unggul. 

Tujuan : 

1. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul; 

Sasaran :  

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan; 

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 

3. Meningkatnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan; 

4. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah; 

5. Meningkatnya pendapatan perkapita rill; 

6. Meningktanya skor Pola Pangan Harapan (PPH); 

Tujuan : 

1. Memperluas akses lapangan kerja dan wirausaha baru. 

Sasaran : 

1. Meningkatnya kesejahteraan PMKS; 

2. Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta 

menciptakan hubungan industrial yang harmonis; 

3. Meningkatnya jumlah wirtausaha baru mikro dan kecil. 

Misi Kedua : Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan 

agamis berlandaskan falsafah pancasila. 

Tujuan : 

1. Menumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi politik yang demokratis dan 

agamis. 

Sasaran :  

1. Meningkatnya stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat. 

Misi ketiga : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik dan 

Pembangunan kemadirian Desa. 

Tujuan : 
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1. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan 

responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan 

publik; 

Sasaran :  

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah yang 

berkualitas; 

2. Meningkatnya inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik; 

3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah 

daerah. 

Tujuan : 

1. Meningkatnya kemandirian desa dan pembangunan insfrastuktur. 

Sasaran : 

1. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; 

2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan insfrastruktur jalan dan sumber 

daya air; 

3. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi; 

4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan 

air minum dan sanitasi. 

Misi Keempat  : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri, dan Sejahtera  

Tujuan : 

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan 

anak. 

Sasaran : 

1. Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak; 

2. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk. 

Misi Kelima : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, 

Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan 

Berkalajutan 

Tujuan :  

1. Meningkatkan iklim investasi dan industri untuk keberlangsungan usaha 

ekonomi 

Sasaran :  

1. Meningkatnya kuatas iklim usaha dan investasi daerah; 

2. Meningkatnya nilai tambah peran industri dan perdagangan dlaam 

stabilitas perekonomian; 
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3. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian (tanaman pangan, 

hortikultura perkebunan, perikanan, dan peternakan). 

Tujuan :  

1. Mengembangkan teknologi informasi usaha kelompok ekonomi kreatif, 

seni budaya dan pariwisata untuk mendukung kunjungan sejuta 

wisatawan domestik dan luar negeri. 

Sasaran :  

1. Meningkatnya daya saing pariwisata; 

2. Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan 

bermasyarakat di Kabupaten Malang. 

Tujuan :  

1. Mengembangkan potensi kawasan terpadu dan kelestarian sumber daya 

alam dan lingkungan hidup yang seimbang, indah, bersih dan nyaman 

Sasaran : 

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; 

2. Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana. 

5. Strategis dan Arah Kebijakan  

Kebijakan umum merupakan sarana untuk mencapai tujuan disertai target 

yang hendak dicapai. Kebijakan umum yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten 

Malang guna mempertajam Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2021-2026 ke dalam pilihan program unggulan serta program 

prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih 

tepat/terstruktur. 

Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 

disusun sebagai tahap operasional dari upaya untuk mencapai Visi dan Misi 

Kabupaten Malang selama lima tahun ke depan yang menggambarkan 

keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan 

indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program 

pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan 

yang ditetapkan.  

Arah kebijakan Kabupaten Malang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun 

kedepan terbagi dalam 5 periode dengan uraian sebagai berikut : 

a) Pemulihan Ekonomi dan Penataan Pelayanan Publik melalui Reformasi 

Birokrasi sebagai upaya Pemerintah untuk mencapai Good Governance; 



      

 

 
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022 
 

33 

 

b) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusi Unggul melalui Pemenuhan 

Pelayanan Kebutuhan Dasar, Perluasan Lapangan Kerja dan Pemenuhan 

Kelayakan Hunian Rumah; 

c) Pengembangan Teknologi Informasi dan Pemerataan Pembangunan 

Insfrastruktur; 

d) Pengembangan Sektor Pariwisata dan Seni Budaya Didukung dengan 

Pengembangan Ekonomi Kreatif; 

e) Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Kemandirian Desa 

dan Pemerataan Kesejahteraan. 

Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 5 

tahun dapat dilihat sebagai berikut: 

a) Pemulihan Ekonomi mel;alui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor 

Unggulan dan Penguatan SDM dlam Rangka Percepatan Pemulihan Kondisi 

Sosial Ekonomi Masyarakat; 

b) Pembangunan Pariwisata Kreatif (pariwisata dan industri kreatif) Berbasis 

Komunitas dan Budaya Lokal; 

c) Mewujudkan Keselarasan Pembangunan Ekologi secara Berkelanjutan 

(didalamnya termasuk infrastruktur dan green economy); 

d) Peningkatan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Kebermanfaatan 

Teknologi; 

e) Percepatan Pembangunan Perekonomian Berkelanjutan dan Pembangunan 

Manusia yang Inklusif. 

Maka tematik pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2022 

adalah “Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal 

Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dlam Rangka Percepatan 

Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat”  

Dalam rangka menuju Visi dan Misi Pancacita selama satu periode 

pemerintahan Kabupaten Malang 2021-2026, maka akan dicanangkan fokus 

pembangunan lima tahun pemerintahan sebagai indikator keberhasilan 

pembangunan daya saing daerah yang mewujudkan melalui strategi Trisakti 

Pembangunan sebagai penjabaran prioritas pembangunan tahun 2021-2026. 

Konsep Pancacita diterjemahkan dalam program prioritas Trisakti 

Pembangunan yang berlandaskan atas semangat perjuangan presiden 

Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti yakni berdaulat secara politik, 

mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan 
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Sesuai dengan Strategi dan Arah Kebijakan yang ada, Pemerintah 

Kabupaten Malang menetapkan tiga strategi umum sebagai prioritas dalam 

kegiatan pembangunan pada periode tahun 2021-2026. Ketiga strategi umum 

tersebut ialah: 

1. Sumber Daya Manusia Unggul; 

2. Reformasi Birokrasi; 

3. Daya Saing Daerah. 

Sebagai prioritas dalam kebijakan umum dan program pembangunan, 

ketiganya tidak akan berdiri terpisah, melainkan dapat bersinergi atau saling 

memiliki keterhubungan. Hal inilah yang menjadikan Pemerintah Kabupaten 

Malang merasa bahwa tiga hal ini merupakan potensi yang harus dimunculkan 

dalam prioritas. Selain itu, Kabupaten Malang memiliki potensi dalam bidang 

SDM Unggul, Reformasi Birokrasi dan Daya Saing Daerah yang perlu untuk 

ditangani. Keterhubungan ketiganya akan saling menyelesaikan masalah dan 

bahkan akan mengembangkan potensi yang berdampak positif bagi pemerintah 

daerah.  

Kebijakan umum SDM Unggul difokuskan untuk mengatasi persoalan 

dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat di Kabupaten Malang seperti 

pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Fokus utamanya yaitu 

program pengelolaan pendidikan dan program pengembangan kapasitas daya 

saing kepemudaan yang diwujudkan melalui peningkatan mutu pendidikan dan 

karakter. Fokus selanjutnya adalah program pemenuhan upaya kesehatan 

perorangan dan masyarakat, fokus terakhir dari SDM Unggul adalah peningkatan 

ketahanan pangan, lingkungan permukiman, akses lapangan kerja, dan 

peningkatan wirausaha baru.. 

Kebijakan umum Pembangunan Reformasi Birokrasi. Peningkatan 

kualitas pelayanan publik dan konektifitas teknologi Informasi dan struktur. 

Peningkatan kualitas layanan aparatur pemerintahan yang unggul melalui inovasi 

tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka 

membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang ditandai 

dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). 

Kebijakan umum Pembangunan Daya Saing Daerah. Pembangunan 

dalam rangka membangun kemandirian desa sebagai daya saing daerah 

difokuskan pada 3 (tiga) sektor bidang pertama Seni Budaya; kedua Lingkungan 

Hidup, pariwisata dan ketiga industri kreatif yang ditandai dengan peningkatan 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). 

Pariwisata dan seni budaya memegang peranan penting dalam kemajuan suatu 
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daerah karena dapat menunjang perekonomian dan memeiliki keterkaitan 

sebagai sumber percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Ketiga prioritas strategi umum ini bukan kemudian menyingkirkan 

kebijakan lain dalam kaitannya dengan kebijakan umum dan prioritas 

pembangunan daerah Kabupaten Malang. Akan tetapi posisinya hanya sebatas 

sebagai prioritas yang merupakan hasil pengembangan dengan merujuk kondisi 

potensi dan masalah di Kabupaten Malang. Penetapan program prioritas 

pembangunan  yang disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan 

pembangunan daerah adalah sebagai berikut:  

a. Sasaran  : Meningkatnya kualitas layanan pendidikan. 

Strategi  :  a)  Meningkatkan akses layanan pendidikan; 

    b) Meningkatkan Kualitas SDM melalui pembudayaan 

Kegemaran Membaca. 

Arah kebijakan :   

Strategi a) 1. Peningkatan mutu, kualifikasi dan kompetensi pendidikan; 

2. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan 

di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 

12 Tahun; 

3. Peningkatan Pengelolaan dan penempatan pendidik dan 

tenaga kependidkan 

Strategi b) Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan minat baca bagi 

pelajar utamanya dan masyarakat pada umumnya. 

Program pembangunan meliputi :  

1) Program Pengelolaan Pendidikan. 

2) Program Pengembangan Kurikulum. 

3) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; 

4) Program Pembinaan Perpustakaan; 

5) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 

6) Program Pengelolaan Arsip; 

7) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. 

b. Sasaran  :  Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 

Strategi : Meningkatkan akses layanan kesehatan. 

Arah Kebijakan :  1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana 

tenaga kesehatan secara merata; 

  2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat serta 

Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; 
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  3. Pengembangan pemberian kartu identitas peserta 

jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu; 

  4. Pengembangan pelayanan berobat gratis pada 

masyarakat kurang mampu. 

Program pembangunan meliputi :  

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat; 

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; 

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman; 

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; 

5) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat. 

c. Sasaran  :  Meningkatknya kesejahteraan PMKS. 

Strategi  :  Meningkatkan program perlindungan dan jaminan sosial. 

Arah kebijakan : Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat yang 

layak. 

Program pembangunan meliputi :  

1) Program Pemberdayaan Sosial; 

2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; 

3) Program Rehabilitasi Sosial; 

4) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial; 

5) Program Penanganan Bencana; 

6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. 

d. Sasaran :  Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH). 

Strategi  :  Mitigasi kerawanan pangan. 

Arah Kebijakan :  1. Penguatan kelembagaan untuk pencegahan dan 

penanganan rawan pangan; 

  2. Meningkatkan penganekaragaman pangan yang 

bersumber dari pangan lokal 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan 

Kemandirian Pangan; 

2) Program Penanganan Kerawanan Pangan; 

3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat; 

4) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat; 

5) Program Pengawasan Keamanan Pangan. 
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e. Sasaran  : Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi 

angkatan kerja serta menciptakan hubungan industrial 

yang harmonis. 

Strategi  : Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja. 

Arah Kebijakan :  1. Penyelenggaraan magang dan pelatihan baik dalam 

bentuk kelas maupun on the job training; 

  2. Penguatan sinergitas antar stakeholder dalam 

peningkatan produktivitas SDM; 

  3. Pengembangan program perluasan kesempatan kerja 

melalui penyelenggaraan bursa kerja dan optimalisasi 

sistem informasi bursa kerja yang mudah diakses oleh 

masyarakat. 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Perencanaan Tenaga Kerja; 

2) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja; 

3) Program Penempatan Tenaga Kerja; 

4) Program Hubungan Industrial; 

5) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. 

f. Sasaran :  Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil. 

Strategi :  Menumbuhkan wirausaha baru terutama sebagai respon 

terhadap pandemi COVID-19 dan percepatan pemulihan 

ekonomi. 

Arah Kebijakan  : Fasilitasi pengembangan wirasusaha baru melalui 

pemberian kredit dan pengembangan kapasitas usaha. 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperas; 

2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; 

3) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian; 

4) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi. 

g. Sasaran :  Meningkatnya stabilitas sosial dan Perlindungan 

Masyarakat. 

Strategi : a. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan 

komunikasi social; 

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

menjaga ketentraman dan ketertiban. 

Arah Kebijakan  :  
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Strategi a) 1. Peningkatan kesalehan sosial dan kerukunan antar umat 

beragama melalui revolusi mental dalam sistem pendidikan 

untuk pemantapan pendidikan agama, karakter dan budi 

pekerti; 

2. Peningkatan dukungan alokasi anggaran dalam kegiatan 

keagamaan. 

Strategi b) Peningkatan dukungan alokasi anggaran dalam kegiatan 

keagamaan. 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan; 

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan 

Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya 

Politik; 

3) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; 

4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

Dan Budaya; 

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas 

Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial; 

6) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum; 

7) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan 

Penyelamatan Non Kebakaran. 

h. Sasaran  :  Meningkatnya kualitas Peran Pemuda dalam 

Pembangunan. 

Strategi  : Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan. 

Arah Kebijakan  :    Peningkatan pembinaan karakter peran pemuda. 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; 

2) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan; 

3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan. 

i. Sasaran  : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang Berkualitas. 

Strategi : Meningkatkan kapasitas birokrasi dan tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

Arah Kebijakan :  1. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, 

pengelolaan keuangan dan aset daerah; 
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  2. Pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan 

dan akuntabel berbasis teknologi dan informasi; 

  3. Peningkatan kualitas hasil penelitian dan 

pengembangan inovasi daerah; 

  4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pertanahan 

didukung peningkatan tertib adminitrasi pertanahan 

serta pengoptimalan tugas dan fungsi OPD dalam 

perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat; 

2) Program Perekonomian Dan Pembangunan; 

3) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah; 

4) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 

5) Program Pengelolaan Keuangan Daerah; 

6) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

7) Program Penyelenggaraan Pengawasan; 

8) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, Dan Asistensi; 

9) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah. 

j. Sasaran  :  Meningkatkatnya inovasi dan teknologi informasi 

pelayanan publik. 

Strategi :  Meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan 

publik. 

Arah Kebijakan :  1. Memperkuat kelembagaan dan tata kelola 

pemerintahan berbasiskan e-government; 

  2. Penguatan Pengelolaan arsip secara baku dalam 

upaya peningkatan mutu kinerja perangkat Daerah. 

 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Informasi Dan Komunikasi Publik; 

2) Program Aplikasi Informatika; 

3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; 

4) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. 

k. Sasaran :  Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah 

Daerah. 
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Strategi :  Meningkatkan professionalitas ASN. 

Arah Kebijakan :  Peningkatan budaya integritas dan budaya kinerja 

aparatur melalui prinsip 5K yaitu kerja keras, kerja 

cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan  kerja prestasi. 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Kepegawaian Daerah; 

2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

l. Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah. 

Strategi  : Pembangunan kemandirian ekonomi yang berdimensi 

kerakyatan; 

Arah Kebijakan :  Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat; 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2022; 

m. Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan 

Pemerintah Daerah. 

Strategi  : Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan 

publik yang prima; 

Arah Kebijakan :  Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang 

lebih baik; 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Pendaftaran Penduduk; 

2) Program Pencatatan Sipil; 

3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; 

4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan; 

5) Program Dukungan Pelaksanaan dan Fungsi DPRD; 

6) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 

7) ProgramKoordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 

8) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; 

9) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. 

n. Sasaran : Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

Strategi : a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa; 

b. Mempercepat pembangunan desa. 

Arah Kebijakan  :  

Strategi   a)   Peningkatan pembinaan masyakarat pedesaan. 

Strategi  b) 1. Pengembangan dan peningkatan peran lembaga ekonomi 

perdesaan; 
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2. Peningkatan dukungan operasional lembaga RT/RW untuk 

penunjang pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, 

perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, 

serta pemberdayaan masyarakat desa. 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Penataan Desa; 

2) Program Peningkatan Kerjasama Desa; 

3) Program Administrasi Pemerintahan Desa; 

4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan 

Masyarakat Hukum Adat. 

o. Sasaran  : Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan 

dan Sumber daya Air. 

Strategi  :  Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan 

dan sumber daya air. 

Arah Kebijakan :  Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan 

sumber daya air. 

Program pembangunan meliputi: 

2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase; 

3) Program Penyelenggaraan Jalan; 

4) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj); 

5) Program Pengelolaan Sumber Daya Air; 

6) Program Pengelolaan Izin Lokasi; 

7) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan; 

8) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk 

Pembangunan; 

9) Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah 

Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee; 

10) Program Pengelolaan Tanah Kosong; 

11) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah; 

12) Program Penatagunaan Tanah. 

p. Sasaran :  Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi. 

Strategi : Meningkatkan fasilitas jalan dan sarana perhubungan. 

Arah Kebijakan :  1. Peningkatan kualitas prasarana penunjang 

transportasi daerah; 

  2. Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam 

rangka mendukung sistem logistik melalui Realignment 

jalur Malang-Blitar terutama Jalan Gondanglegi 



      

 

 
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022 
 

42 

 

Balekambang, Jalan Tol Pakis-Kepanjen, Realignment 

jalur Dampit-Lumajang. 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). 

q. Sasaran :  Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan 

layak, pelayanan air minum dan sanitasi. 

Strategi :  Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana perumahan dan kawasan permukiman; 

Arah Kebijakan :  1. Peningkatan ketersediaan sarana sanitasi komunal di 

wilayah rawan akses sanitasi; 

  2. Peningkatan penataan Prasarana dan Sarana Utilitas 

(PSU) perumahan; 

  3. Peningkatan cakupan pelayanan air minum di daerah 

rawan air bersih; 

  4. Peningkatan cakupan layanan persampahan dan 

penanganan limbah cair domestik. 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum; 

2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah; 

3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase; 

4) Program Pengembangan Permukiman; 

5) Program Penataan Bangunan Gedung; 

6) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; 

7) Program Pengembangan Perumahan; 

8) Program Kawasan Permukiman; 

9) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU); 

10) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI). 

r. Sasaran :  Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan 

Perlindungan Anak. 

Strategi : a. Meningkatkan keterlibatan peran perempuan dalam 

pembangunan; 

b. Peningkatan pengarusutamaan hak anak. 

Arah Kebijakan :   

Strategi   a)   1. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, 

termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO); 
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2.   Penguatan kerjasama antar lembaga dalam penanganan 

terhadap kekerasan anak dan perempuan; 

3.  Peningkatan peran keterwakilan perempuan dalam 

pemerintahan 

Strategi    b)     1. Peningkatan program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA); 

2.  Peningkatan perlindungan khusus anak yang mencakup 

pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dan 

rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, 

penelantaran; 

3.  Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang 

berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan 

kelangsungan hidup; 

4.  Advokasi ke dunia usaha informal untuk tidak 

memperkejakan anak. 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan; 

2) Program Perlindungan Perempuan; 

3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga; 

4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); 

5) Program Perlindungan Khusus Anak. 

s. Sasaran :  Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk. 

Strategi  :  Meningkatkan akses dan pelayanan Keluarga 

Berkualitas (KB). 

Arah Kebijakan :  1. Pengelolaan dan pelaksanaan program 

pembangunan keluarga melalui Peningkatan pembinaan 

ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga; 

  2. Peningkatan kesehatan keluarga melalui peningkatan 

akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem 

rujukan, dan peningkatan mutu menggunakan 

pendekatan  Continuum Of Care serta intervensi 

berbasis risiko kesehatan; 

  3. Percepatan pencegahan stunting melalui peningkatan 

akses terhadap makanan bergizi dan mendorong 

ketahanan pangan. 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Pengendalian Penduduk; 

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); 
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3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); 

t. Sasaran : Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah. 

Strategi  :  Kemudahan iklim investasi berdaya saing. 

Arah Kebijakan :  1. Penciptaan dan peningkatan iklim investasi yang 

kondusif Penyederhanaan prosedur perijinan investasi; 

  2. Peningkatan percepatan efisiensi proses perijinan 

investasi. 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 

2) Program Promosi Penanaman Modal; 

3) Program Pelayanan Penanaman Modal; 

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 

5) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal. 

u. Sasaran  : Meningkatnya Nilai tambah peran Industi dan 

Perdagangan dalam stabilitas perekonomian. 

Strategi  :  Memperkuat kinerja industri dan perdagangan. 

Arah Kebijakan :  Peningkatan kapasitas industri dan perdagangan 

dengan didukung sarana dan prasarana yang 

representatif. 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri; 

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; 

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional; 

4) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan; 

5) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; 

6) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen; 

7) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang 

Penting; 

8) Program Pengembangan Ekspor; 

9) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. 

v. Sasaran  : Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian 

(Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, 

dan peternakan). 

Strategi :  Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman 

pangan, hortikultura dan  perkebunan, perikanan dan 

peternakan. 
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Arah Kebijakan  :  Peningkatan produktivitas dan nilai tambah subkategori 

tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, 

perikanan dan peternakan melalui hilirisasi produk 

unggulan. 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; 

2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian; 

3) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian; 

4) Program Penyuluhan Pertanian; 

5) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; 

6) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian; 

7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner; 

8) Program Perizinan Usaha Pertanian; 

9) Program Penyuluhan Pertanian; 

10) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; 

11) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; 

12) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan; 

13) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan. 

w. Sasaran :  Meningkatnya kunjungan wisatawan. 

Strategi : Meningkatkan promosi dan kerjasama wisata. 

Arah Kebijakan :  1. Peningkatan daya saing pariwisata; 

2. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi sebagai 

media interaktif dalam peningkatan promosi 

pariwisata; 

3. Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMdes) untuk kegiatan pariwisata. 

x. Sasaran :  Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal 

dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang. 

Strategi  :    Pelestarian pengembangan seni dan budaya 

Arah Kebijakan :  Peningkatan pembinaan kelompok seni dan budaya; 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; 

2) Program Pemasaran Parwisata; 

3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif; 

4) Program Pengembangan Kebudayaan; 

5) Program Pengembangan Kesenian Tradisional; 
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6) Program Pengelolaan Permuseuman. 

y. Sasaran :  Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 

Strategi  :  Meningkatkan kualitas pemanfaatan tata ruang dan 

lingkungan hidup; 

Arah Kebijakan :  Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Tata 

Ruang dengan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan. 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup; 

2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan 

Hidup; 

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI); 

4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan 

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3); 

5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan 

Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); 

6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 

7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 

8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; 

9) Program Pengelolaan Persampahan. 

z. Sasaran  :  Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap 

bencana. 

Strategi :  Pengembangan desa tangguh bencana; 

Arah Kebijakan :  1. Pengendalaian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan melalui pembangunan ekonomi diarahkan 

pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah 

lingkungan dan berkelanjutan; 

2. Peningkatan pembinaan kelembagaan, pengawasan 

dan penegakan hokum lingkungan dalam 

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; 

3. Penerapan sistem pengawasan dan penerapan 

sanksi hukum secara konsisten dalam rangka 

pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku 

kepentingan lainnya; 

4. Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat 

tangguh bencana; 
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5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan 

prasarana mitigasi bencana 

Program pembangunan meliputi: 

1) Program Penanggulangan Bencana. 

 

Dokumen RPJMD Kabupaten Malang 2021-2026 menjadi dasar bagi seluruh 

perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sehingga teriptanya 

keselarasan antara perencanaan strategi di RPJMD dan perencanaan operasional 

perangkat daerah. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang 

Tahun 2021-2026 adalah:  

 

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, 

Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan 

Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal 

Ika” 

 

Pernyataan visi Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dimaknai sebagai suatu 

kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material dan spiritual 

masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang 

unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kubutuhan 

dasar baik material dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga terpenuhi 

kebahagiaan hidupnya. 

Hal ini selaras dengan pesan filosofis makna lambang Kabupaten Malang 

“Satata Gama Karta Raharja” yang mencerminkan Masyarakat Adil dan Makmur 

materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama yang satu dengan yang lain atas 

dasar kesucian yang langgeng (abadi). 

Kabupaten Malang MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan 

Responsif) merupakan hal-hal pokok dan penting yang terkandung dalam visi dan 

menjadi pijakan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. 

 

B. Perjanjian Kinerja 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk 
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melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja 

merupakan komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah serta kesepakatan 

antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan 

tugas, fungsi, wewenang dan sumber daya yang tersedia.  

Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Malang 

pada tahun 2022 yang kemudian ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja 

merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Malang pada 

tahun bersangkutan. Oleh karena itu, perjanjian kinerja menjadi kontrak kinerja yang 

harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur 

keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja.  

Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan indikator kinerja sebagaimana 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Malang Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 

2022 dalam perjalanannya mengalami perubahan dikarenakan ditetapkannya Peraturan 

Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja 

Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022 sebagai berikut: 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 
TARGET  

1 

 

 

Meningkatkan Pembangunan 

Sumber Daya Manusia yang 

Unggul 

Indeks Pembangunan 

Manusia 
71,13 

Indeks Gini 0,350 

2 Memperluas Akses Lapangan 

Kerja dan Wirausaha Baru 

Persentase Tingkat 

Kemiskinan 
9,45% 

Persentase Tingkat 

Pengangguran Terbuka 

(TPT) 

5% 

3 Menumbuhkan Kesadaran Hukum 

dan Partisipasi Politik yang 

Demokratis dan Agamis 

Persentase Penurunan 

Kasus Konflik Sosial dan 

Keagamaan 

22,22% 

4 Meningkatkan Kinerja Pemerintah 

Daerah yang Transparan, 

Akuntabel dan Responsif serta 

Meningkatkan Inovasi dan 

Teknologi Informasi Pelayanan 

Indeks Reformasi Birokrasi 

71,62 
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Publik 

5 Meningkatkan Kemandirian Desa 

dan Pembangunan Infrastruktur  

Persentase Desa Mandiri 16,93% 

Persentase Pelayanan 

Kualitas Infrastruktur 
61,59% 

6 Meningkatkan Kesejahteraan 

Keluarga, Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Indeks Pembangunan 

Gender 
88,745 

7 

 

Meningkatkan Iklim Investasi dan 

Industri yang Kondusif untuk 

Menjamim Keberlangsungan 

Usaha Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi 

4,2% 

8 Mengembangkan Teknologi 

Informasi Usaha Kelompok 

Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan 

Pariwisata Untuk Mendukung 

Kunjungan Sejuta Wisatawan 

Domestik dan Luar Negeri 

Indeks Daya Saing 

Pariwisata  

1,5 

9 Mengembangkan Potensi 

Kawasan Terpadu dan Kelestarian 

Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup yang Seimbang, 

Indah, Bersih, dan Nyaman 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) 
57,79 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Tanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja 

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian 

Indikator Kinerja Utama. Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan formulir isian 

data kinerja Target dan Realisasi Tahun 2022, yang diisi oleh Perangkat Daerah 

berdasarkan kewenangannya.  

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik 

indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi 

yang bersangkutan yaitu: 

a. Spesifik; 

b. Dapat dicapai; 

c. Relevan;  

d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; 

e. Dapat dihitung dan diukur. 

Pengumpulan data kinerja merupakan tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten 

Malang yang memiliki fungsi pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Kebijakan 

Pemerintahan Daerah. 

Pengukuran Capaian Kinerja 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja untuk lebih meningkatkan 

akuntabilitas kinerja, diperlukan adanya penetapan indikator kinerja utama di lingkungan 

instansi masing-masing. 

Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang 

dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang 

telah ditetapkan untuk mendukung kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan 

dalam RPJMD.  

Pengukuran Capaian Kinerja dilaksanakan pada setiap akhir periode instansi dengan 

melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen 

penetapan kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan 

realisasi kinerja. 

Selanjutnya, hasil pengukuran capaian kinerja dilaporkan dalam Laporan Kinerja 

berupa laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi 

dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja dimanfaatkan untuk: 

a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; 

b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang; 

c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; 

d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. 
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Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja, baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dari segi pengukuran kinerja yang 

dituangkan dalam Laporan Kinerja merupakan hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Malang 

melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 

2 (dua) formulir pengukuran kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini dengan 

pendekatan activity basic management pada setiap aktifitas yang dilakukan pengukuran 

kinerjanya yaitu sebagai berikut: 

1. Rencana Kinerja 

2. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja 

mencakup target/rencana masing–masing misi Kabupaten Malang dengan cara 

mencapainya melalui sasaran, Indikator Kinerja Utama, kebijakan, program dan kegiatan-

kegiatan. Selanjutnya dilakukan Pengukuran Kinerja dari masing-masing indikator yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja. 

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin 

baik, maka digunakan rumus sebagai berikut: 

Persentase 

Pencapaian rencana 

tingkat capaian 

= 

Realisasi 

X 100% 
Rencana 

 

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin 

rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut: 

Persentase 

Pencapaian rencana 

tingkat capaian 

= 

Rencana – (Realisasi – Rencana) 

X 100% 
Rencana 

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Pemerintah 

Kabupaten Malang, ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan 

atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

  

85 keatas : Sangat Berhasil 

70 < X < 85 : Berhasil 

55 < X < 70 : Cukup Berhasil 

       X < 55 : Kurang Berhasil 
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

1. Capaian Kinerja 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Malang telah dilakukan 

penyelarasan terhadap kinerja yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang Nomor: 

188.45/640/KEP/35.07.013/2022 tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Berikut penyelarasan 

perubahan terhadap Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja 

Daerah:  

URAIAN SEBELUM SESUDAH 

JUMLAH TUJUAN 10 9 

JUMLAH IKU 12 NDIKATOR 

1. Pertumbuhan Ekonomi; 

2. Indeks Pembangunan Manusia; 

3. Persentase Tingkat Kemiskinan; 

4. Pendapatan Perkapita Riil; 

5. Indeks Gini; 

6. Tingkat Pengangguran Terbuka; 

7. Persentase Penurunan Kasus 

Konflik Sosial dan Keagamaan; 

8. Indeks Reformasi Birokrasi; 

9. Persentase Desa Mandiri; 

10. Indeks Pembangunan Gender; 

11. Persentase Kontribusi 

Pendapatan sektor 

Pariwisata terhadap PAD; 

12. Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup. 

12 NDIKATOR 

1. Pertumbuhan Ekonomi; 

2. Indeks Pembangunan Manusia; 

3. Persentase Penurunan Angka 

Kemiskinan; 

4. Indeks Gini; 

5. Tingkat Pengangguran Terbuka; 

6. Persentase Penurunan Kasus 

Konflik Sosial dan Keagamaan; 

7. Indeks Reformasi Birokrasi; 

8. Persentase Desa Mandiri; 

9. Indeks Pembangunan Gender; 

10. Indeks Daya Saing 

Pariwisata; 

11. Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup; 

12. Persentase Pelayanan 

Kualitas Insfrastruktur. 

JUMLAH 

SASARAN 

26 27 

JUMLAH IKD 43 INDIKATOR 51 INDIKATOR 

 

1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

TARGET 

2022  

REALISASI 

2022 

CAPAIAN 

2022 

1 

 

 

Meningkatkan 

Pembangunan Sumber 

Daya Manusia yang 

Unggul 

Indeks Pembangunan 

Manusia 
71,13 71,38* 100,35% 

Indeks Gini 0,350 0,368* 105,14% 
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2 Memperluas Akses 

Lapangan Kerja dan 

Wirausaha Baru 

Persentase Tingkat 

Kemiskinan 
9,45% 9,55* 98,95% 

Persentase Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

5% 6,57* 131,4% 

3 Menumbuhkan 

Kesadaran Hukum dan 

Partisipasi Politik yang 

Demokratis dan Agamis 

Persentase 

Penurunan Kasus 

Konflik Sosial dan 

Keagamaan 

22,22% 23,61% 106,25% 

4 Meningkatkan Kinerja 

Pemerintah Daerah 

yang Transparan, 

Akuntabel dan 

Responsif serta 

Meningkatkan Inovasi 

dan Teknologi Informasi 

Pelayanan Publik 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

71,62 77,40 108,07% 

5 Meningkatkan 

Kemandirian Desa dan 

Pembangunan 

Infrastruktur  

Persentase Desa 

Mandiri 
16,93% 24,07% 141,99% 

Persentase 

Pelayanan Kualitas 

Infrastruktur 

61,59% 62,29% 101,13% 

6 Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Keluarga, Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

Indeks Pembangunan 

Gender 88,745 88,34** 99,54% 

7 

 

Meningkatkan Iklim 

Investasi dan Industri 

yang Kondusif untuk 

Menjamim 

Keberlangsungan 

Usaha Ekonomi 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

4,2% 5,13% 122,14% 

8 Mengembangkan 

Teknologi Informasi 

Usaha Kelompok 

Ekonomi Kreatif, Seni 

Budaya dan Pariwisata 

Untuk Mendukung 

Kunjungan Sejuta 

Wisatawan Domestik 

dan Luar Negeri 

Indeks Daya Saing 

Pariwisata  

1,5 0,57 38% 

9 Mengembangkan 

Potensi Kawasan 

Terpadu dan 

Kelestarian Sumber 

Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup yang 

Seimbang, Indah, 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) 57,79 67,52 116,83% 
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Bersih, dan Nyaman 

 Sumber BPS Kab. Malang 
**   Data tahun 2021 

 
1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
TARGET  

REALISASI 

Th 2021  

(n-1) 

Th 2022  

(n) 

1 

 

 

Meningkatkan 

Pembangunan Sumber 

Daya Manusia yang 

Unggul 

Indeks Pembangunan 

Manusia 
71,13 70,60 71,38* 

Indeks Gini 0,350 0,367% 0,368* 

2 Memperluas Akses 

Lapangan Kerja dan 

Wirausaha Baru 

Persentase Tingkat 

Kemiskinan 
9,45% 10,50% 9,55* 

Persentase Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 
5% 

Tidak 

termasuk 

IKU tahun 

2021 

6,57* 

3 Menumbuhkan 

Kesadaran Hukum dan 

Partisipasi Politik yang 

Demokratis dan Agamis 

Persentase 

Penurunan Kasus 

Konflik Sosial dan 

Keagamaan 

22,22% 100% 23,61% 

4 Meningkatkan Kinerja 

Pemerintah Daerah 

yang Transparan, 

Akuntabel dan 

Responsif serta 

Meningkatkan Inovasi 

dan Teknologi Informasi 

Pelayanan Publik 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

71,62 73,39 77,40 

5 Meningkatkan 

Kemandirian Desa dan 

Pembangunan 

Infrastruktur  

Persentase Desa 

Mandiri 
16,93% 14,81% 24,07% 

Persentase 

Pelayanan Kualitas 

Infrastruktur 

61,59% 

Tidak 

termasuk IKU 

tahun 2021 

62,29% 

6 Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Keluarga, Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

Indeks Pembangunan 

Gender 88,745 

Tidak 

termasuk IKU 

tahun 2021 

88,34** 

7 

 

Meningkatkan Iklim 

Investasi dan Industri 

yang Kondusif untuk 

Menjamim 

Keberlangsungan 

Usaha Ekonomi 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

4,2% 3,12% 5,13% 
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8 Mengembangkan 

Teknologi Informasi 

Usaha Kelompok 

Ekonomi Kreatif, Seni 

Budaya dan Pariwisata 

Untuk Mendukung 

Kunjungan Sejuta 

Wisatawan Domestik 

dan Luar Negeri 

Indeks Daya Saing 

Pariwisata  

1,5 

Tidak 

termasuk IKU 

tahun 2021 

0,57 

9 Mengembangkan 

Potensi Kawasan 

Terpadu dan 

Kelestarian Sumber 

Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup yang 

Seimbang, Indah, 

Bersih, dan Nyaman 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) 
57,79 79,52 67,52 

 Sumber BPS Kab. Malang 
**   Data tahun 2021 

 
1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RPJMD 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

TARGET 

AKHIR 

RPJMD  

REALISASI 

Th 2022 

TINGKAT 

KEMAJUAN 

1 

 

 

Meningkatkan 

Pembangunan Sumber 

Daya Manusia yang 

Unggul 

Indeks Pembangunan 

Manusia 
71,13 71,38* 100,35% 

Indeks Gini 0,350 0,368* 105,14% 

2 Memperluas Akses 

Lapangan Kerja dan 

Wirausaha Baru 

Persentase Tingkat 

Kemiskinan 
9,45% 9,55* 98,95% 

Persentase Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

5% 6,57* 131,4% 

3 Menumbuhkan 

Kesadaran Hukum dan 

Partisipasi Politik yang 

Demokratis dan Agamis 

Persentase 

Penurunan Kasus 

Konflik Sosial dan 

Keagamaan 

22,22% 23,61% 106,25% 

4 Meningkatkan Kinerja 

Pemerintah Daerah 

yang Transparan, 

Akuntabel dan 

Responsif serta 

Meningkatkan Inovasi 

dan Teknologi Informasi 

Pelayanan Publik 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

71,62 77,40 108,07% 

5 Meningkatkan 

Kemandirian Desa dan 

Persentase Desa 

Mandiri 
16,93% 24,07% 141,99% 
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Pembangunan 

Infrastruktur  

Persentase 

Pelayanan Kualitas 

Infrastruktur 

61,59% 62,29% 101,13% 

6 Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Keluarga, Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

Indeks Pembangunan 

Gender 88,745 88,34** 99,54% 

7 

 

Meningkatkan Iklim 

Investasi dan Industri 

yang Kondusif untuk 

Menjamim 

Keberlangsungan 

Usaha Ekonomi 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

4,2% 5,13% 122,14% 

8 Mengembangkan 

Teknologi Informasi 

Usaha Kelompok 

Ekonomi Kreatif, Seni 

Budaya dan Pariwisata 

Untuk Mendukung 

Kunjungan Sejuta 

Wisatawan Domestik 

dan Luar Negeri 

Indeks Daya Saing 

Pariwisata  

1,5 0,57 38% 

9 Mengembangkan 

Potensi Kawasan 

Terpadu dan 

Kelestarian Sumber 

Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup yang 

Seimbang, Indah, 

Bersih, dan Nyaman 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) 
57,79 67,52 116,83% 

    Sumber BPS Kab. Malang 

**   Data tahun 2021 
1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR  
REALISASI 

Th 2022 

REALISASI 

NASIONAL 

1 

 

 

Meningkatkan Pembangunan 

Sumber Daya Manusia yang 

Unggul 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

71,38* 72,91 

Indeks Gini 0,368* 0,381 

2 Memperluas Akses Lapangan 

Kerja dan Wirausaha Baru 

Persentase 

Tingkat 

Kemiskinan 

9,55%* 9,57% 

Persentase 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

6,57* 5,86% 



  

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022 
57 

 

3 Menumbuhkan Kesadaran 

Hukum dan Partisipasi Politik 

yang Demokratis dan Agamis 

Persentase 

Penurunan Kasus 

Konflik Sosial dan 

Keagamaan 

23,61% 
Tidak ada 

standart nasional 

4 Meningkatkan Kinerja 

Pemerintah Daerah yang 

Transparan, Akuntabel dan 

Responsif serta Meningkatkan 

Inovasi dan Teknologi Informasi 

Pelayanan Publik 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

77,40 
Tidak ada 

standart nasional 

5 Meningkatkan Kemandirian Desa 

dan Pembangunan Infrastruktur  

Persentase Desa 

Mandiri 
24,07% 1,46% 

Persentase 

Pelayanan 

Kualitas 

Infrastruktur 

62,29% 
Tidak ada 

standart nasional 

6 Meningkatkan Kesejahteraan 

Keluarga, Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Indeks 

Pembangunan 

Gender 

88,34** 76,26** 

7 

 

Meningkatkan Iklim Investasi dan 

Industri yang Kondusif untuk 

Menjamim Keberlangsungan 

Usaha Ekonomi 

Pertumbuhan 

Ekonomi 5,13% 5,76** 

8 Mengembangkan Teknologi 

Informasi Usaha Kelompok 

Ekonomi Kreatif, Seni Budaya 

dan Pariwisata Untuk 

Mendukung Kunjungan Sejuta 

Wisatawan Domestik dan Luar 

Negeri 

Indeks Daya 

Saing Pariwisata  

0,57 
Tidak ada 

standart nasional 

9 Mengembangkan Potensi 

Kawasan Terpadu dan 

Kelestarian Sumber Daya Alam 

dan Lingkungan Hidup yang 

Seimbang, Indah, Bersih, dan 

Nyaman 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) 67,52 71,41 

     Sumber BPS Kab. Malang 

**   Data tahun 2021 
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2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi  

a. Indeks Pembangunan Manusia 

 Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu 

wilayah berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM 

dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencangkip umur 

panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. 

Secara umum pembangunan manusia Kabupaten Malang terus 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 

sebesar 0,71% per tahun. Berdasarkan RPJMD 2021-2026 telah ditetapkan 

target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malang  Tahun 

2022 sebesar 71,13 dan terealisasi sebesar 71,38 dibandingkan tahun 

2021 (70,60). Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang 

meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 0,780% dan Kabupaten Malang 

“BERHASIL” dalam meningkatkan IPM serta Kabupaten Malang termasuk 

dalam kategori wilayah IPM tinggi. 

Indeks pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten malang menempati 

diurutan 25 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur dan sedikit lebih kecil 

selisihnya dengan Provinsi Jawa Timur dengan selisih sebesar 1,37. 

Semakin membaiknya kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi 

Covid-19 dan strategi pemerintah Kabupaten Malang dalam mempercepat 

pemulihan sosial ekonomi berdampak pada perbaikan kualitas kesehatan, 

pendidikan, dan pengeluaran yang disesuaikan masyarakat Kabupaten 

Malang. Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya meningkatkan 

pembangunan di berbagai sektor salah satunya melalui peningkatan 

penanganan stunting pada masyarakat. 

b. Indeks Gini 

Target Indeks Gini Kabupaten Malang tahun 2022 pada 0,350 dan 

angka realisasi mengacu pada Indeks Gini tahun 2022 sebesar 0,368 dan 

angka Indeks Gini tahun 2021 sebesar 0,367 hal ini dapat dilihat capaian 

kinerja mengalami kenaikan sebesar 0.001 poin dari tahun sebelumnya. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Malang termasuk wilayah 

yang memiliki ketimpaangan Pendapatan yang sedang yang artinya 

ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Malang semakin 

merata. Semakin meratanya distribusi pendapatan di Kabupaten Malang 

mencermintakan bahwa kesempatan berusaha adalah milik seluruh 

masyarakat dan pembangunan Kabupaten Malang telah dilaksanakan 

dengan baik dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat Kabupaten 
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Malang. Kabupaten Malang menempati urutan ke 9 dari 38 kabupaten kota 

di Provinsi Jawa Timur dengan selisih sedikit dengan Provinsi Jawa Timur 

sebesar 0,003. Meskipun demikian Kabupaten Malang terus berupaya 

untuk menurunkan Angka Indeks Gini. 

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran umum untuk distribusi 

pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata 

pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi dan 

menggambarkan kesenjangan antar wilayah, semakin besar atau banyak 

jumlah indeks gini. Dalam rangka upaya untuk meningkatkan perekonomian 

dan meminimalisir kegagalan serta sebagai langkah penting capaian kinerja 

pada tahun yang akan datang yaitu peningkatan pendapatan perkapita 

masyarakat, langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain: 

1) Menyediakan lapangan pekerjaan yang merata; 

2) Memperbaiki layanan kesehatan dengan meningkatkan sarana dan 

prasarana kesehatan; 

3) Memangkas  ekonomi  biaya  tinggi  (proses perizinan mudah dan 

cepat); 

4) Meningkatkan masyarakat untuk melek huruf. 

c. Persentase Tingkat Kemiskinan 

 Persentase tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk 

miskin pada daerah yang bersangkutan. Kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan daerah dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pegeluaran. 

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran 

perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sedangkan garis 

kemiskinan suatu daerah adalah batas minimum pengeluaran perkapita 

yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standart hidup yang 

mencukupi. 

 Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Malang sejak tahun 2017 

berada di bawah persentase kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan 

Nasional. Pada tahun 2022 Garis Kemiskinan Kabupaten Malang sebesar 

Rp. 367.579,- meningkat 5,42% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 

348.695,-. Tahun 2022 jumlah penduduk miskin “BERKURANG” menjadi 

252,88 ribu orang, dengan persentase penduduk miskin sebesar 9,55%. 

 Komitmen Bupati dalam meningkatkan Ekonomi Kabupaten Malang di 

sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yaitu dengan meningkatnya 

produksi perikanan di Kabupaten Malang sebesar 29.509,24 Ton atau 

setara dengan 376 Miliyar, sedangkan dalam sektor Pertanian dan 
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Perkebunan dengan komoditas pangan yaitu Komoditas Padi sebesar 

501.695 Ton, Komoditas Jagung 364.322 Ton, Komoditas Kedrlai 592 Ton, 

Komoditas Bawang Merah 51.222 Ton, Komoditas Bawang Putih 182 Ton, 

Komoditas Cabe Rawit 87.434 Ton, Komoditas Cabe Merah 27.455 Ton, 

Komoditas Daging Sapi 4.107 Ton, Komoditas Daging Ayam 40.833 Ton, 

dan Komoditas Telur 50.688 Ton. 

Dalam rangka penurunan angka kemiskinan, langkah-langkah yang 

dilakukan sebagai berikut: 

1) Pemberdayaan ekonomi kreatif; 

2) Menciptakan lapangan kerja yang diintregrasi dengan program prioritas 

pembangunan; 

3) Penanganan penurunan stunting; 

4) Penyerahan kartu PSMM ke masyarakat yang dijamin pemerintah 

sebanyak 690 ribu; 

5) Memberikan pelatihan kepada calon pencari kerja; 

6) Memberikan bantuan modal usaha; 

7) Peningkatan desa wisata baru. 

 

d. Persentase Tingkat  Pengangguran Terbuka 

 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang melaksanakan 

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang merupakan survei 

khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan setiap tahun pada 

bulan Agustus dengan wilayah yang menjadi sampling telah ditentukan 

oleh BPS Pusat dan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Berdasarkan 

hasil SAKERNAS tahun 2022, diketahui bahwa angka pengangguran di 

Kabupaten Malang tahun 2022 sebesar 6,57% atau naik sebesar 1,17% 

dari tahun sebelumnya sebesar 5,40%. Kenaikan angka pengangguran 

tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah : 

1. Laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing 

mengisi peluang pasar kerja, yang cenderung terus meningkat namun 

pertumbuhan lapangan kerja baru masih belum memadai dengan 

kondisi tersebut; 

2. Belum adanya link and match antara dunia kerja dengan dunia 

pendidikan sehingga masih banyak lulusan sekolah yang belum 

terserap pada dunia kerja; 

3. Adanya pandemic covid 19 yang dampaknya masih dapat dirasakan 

sampai dengan saat ini, meski sudah ada upaya perbaikan ekonomi 

namun hal tersebut belum dapat menciptakan lapangan kerja secara 



 

 
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022 
 

61 

signifikan karena para pemberi kerja kebanyakan merekrut kembali 

pekerja yang sebelumnya ter PHK/dirumahkan; 

4. Dipedesaan, seperti Ngantang banyak anak muda yang menganggur 

dan mereka memilih membantu bekerja disawah karena tenaga kerja 

sangat dibutuhkan terutama komoditi sayur; 

5. Beberapa responden dari petani mengeluhkan keterbatasan pupuk 

subsidi dan dibayang bayangi akan meningkatnya harga pupuk; 

6. Adanya PMK pada ternak banyak peternak yang banting harga dalam 

menjual sapinya dan mengalami kerugian dan beberapa d antaranya 

tidak mau lagi mengusahakan sapinya. 

Permasalahan pengangguran merupakan masalah yang kompleks 

dan dinamis, oleh karena itu perlu adanya sinergitas seluruh stakeholder 

dalam mengelola dan mengatasi masalah tersebut. Penciptaan lapangan 

kerja baru dan perluasan kesempatan kerja harus selaras dengan 

pembangunan Sumber Daya Manusia, sehingga proses link and match 

dapat dilakukan dengan optimal. Guna mewujudkan hal tersebut maka 

perlu adanya sinkronisasi program antar pemerintah dan jejaring yang 

kuat dengan dunia usaha dan industri. Selanjutnya pelayanan antar kerja 

sebagai media fasilitasi dan jembatan untuk menghubungkan antara 

pencari kerja dan pemberi kerja harus ditingkatkan kualitasnya. Upaya 

yang dilakukan guna menimplementasikan hal itu adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan program pelatihan yang dapat mendorong para pencari 

kerja untuk siap masuk dunia kerja serta terus bersinergi dengan 

perusahaan terkait kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan serta 

informasi lowongan kerja yang tersedia untuk disebarluaskan melalui 

berbagai media sehingga diharapkan lowongan kerja yang ada dapat 

diisi oleh tenaga kerja asal Kabupaten Malang; 

2. Melaksanakan program pelatihan dengan tujuan untuk memperluas 

kesempatan kerja sehingga diharapkan para pencari kerja tidak 

menggantungkan harapan pekerjaan pada sektor formal saja akan 

tetapi juga dapat menjadi wirausaha baru dan menciptakan lapangan 

kerja yang mampu menyerap tenaga dari masyarakat sekitar. Program 

pelatihan yang dilaksanakan salah satunya dengan memanfaatkan 

komoditi unggulan daerah setempat sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut 

e. Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan 

Berdasarkan data pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Malang, diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama Kabupaten 
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Malang berupa Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan yang 

ditangani pada tahun 2022 menunjukkan capaian sebesar 23,61%. 

Pencapaian nilai indeks pada indikator tersebut didapatkan melalui 

perhitungan Jumlah potensi konflik yang terfasilitasi dibagi jumlah konflik 

sosial pada tahun yang bersangkutan. 

Adapun hal-hal utama yang menjadi pendorong keberhasilan 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

1) Terjalin komunikasi yang baik dengan pihak-pihak terkait; 

2) Fasilitasi dan mediasi terhadap pihak-pihak yang sedang mengalami 

masalah melalui agenda pertemuan / rapat untuk menghindari terjadinya 

konflik agar tidak semakin melebar; 

3) Adanya data-data tentang konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Malang 

dan menjadi ranah dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan 

4) Adanya kesepakatan bersama untuk mencari titik temu dalam upaya 

penyelesaian masalah; 

5) Adanya dukungan dan kerjasama dari pimpinan dalam rangka pencapaian 

kinerja utama. 

   Adapun faktor penghambat keberhasilan tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

1) Keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia yang ada di Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik; 

2) Luas wilayah Pemerintah Kabupaten Malang menjadi kendala tersendiri 

dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama. Hal ini disebabkan lokasi 

antar wilayah kecamatan yang menyebar sehingga menyulitkan dalam hal 

pemantauan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi; 

3) Perbandingan antara luas wilayah dengan jumlah penduduk yang tidak 

seimbang; dan 

4) Adanya kesenjangan sosial di masyarakat. 

Sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan 

datang, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Melakukan koordinasi secara insentif dengan pihak-pihak terkait melalui 

pendekatan personal; 

2) Melakukan fasilitasi dan mediasi melalui agenda pertemuan/rapat untuk 

menghindari terjadinya konflik agar tidak semakin melebar sehingga bisa 

segera tertangani; 

3) Meningkatkan kepekaan antara masyarakat dan pemerintah terhadap 

adanya kejadian yang bisa mengakibatkan terjadinya potensi konflik di 
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wilayah melalui pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 

(FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat (TKDM); dan 

Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam rangka mendukung 

tercapainya tujuan. 

f. Indeks Reformasi Birokrasi 

Dalam rangka memenuhi capaian kinerja pada target Indikator 

Kinerja Utama Kabupaten Malang untuk Indeks Reformasi Birokrasi 

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang 

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, pada tahun 2022 

memiliki target sebesar 71,62. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi 

diperoleh melalui penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilai 

Internal (TPI) Pemerintah Kabupaten Malang dengan menggunakan 

komponen penilaian yang sama dengan standar penilaian Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(KemenPANRB). Berdasarkan Laporan Inspektur Kabupaten Malang 

Nomor: 700/1559/35.07.050/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal Laporan 

Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Malang Tahun 2022, capaian Indeks Reformasi Birokrasi 

memperoleh nilai sebesar 77,40 dengan predikat “BB”. Capaian predikat 

tersebut memiliki kesamaan dengan capaian Indeks Reformasi Birokrasi 

hasil evaluasi KemenPANRB pada tahun 2022, sebagaimana 

disampaikan pada giat Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan 

Reformasi Birokrasi yang diadakan oleh KemenPANRB pada tanggal 6 

Desember 2022, Pemerintah Kabupaten Malang memperoleh capaian 

Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat “BB” dengan nilai sebesar 

70,77. 

Berdasarkan informasi hasil evaluasi tersebut, menunjukan bahwa 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Malang 

(PMPRB) pada Tahun 2022 telah mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya. Sebagai gambaran capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada 

tahun 2021, berdasarkan hasil PMPRB oleh TPI Pemerintah Kabupaten 

Malang diperoleh nilai 73,39 dengan predikat “BB”, sedangkan hasil 

evaluasi dari KemenPANRB adalah 68,49 dengan predikat “B”. Adanya 

peningkatan predikat Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 

Malang berdasarkan hasil evaluasi KemenPANRB dari predikat “B” 

menjadi “BB”, tidak lepas dari beberapa faktor pendorong, diantaranya 

adalah : 

1) Adanya komitmen Bupati Malang dalam pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, yang 
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ditindaklanjuti dengan menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi 

sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kabupaten 

Malang Tahun 2021-2026; 

2) Implementasi Reward and Punishment dalam rangka perbaikan 

proses bisnis pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan 

kinerja organisasi pada tingkat Perangkat Daerah melalui penetapan 

implementasi Reformasi Birokrasi dan implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai indikator 

dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP); 

3) Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik dengan melakukan berbagai 

inovasi pelayanan sehingga menghasilkan pelayanan yang semakin 

berkualitas,  transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. 

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut juga merupakan bagian dari 

tindak lanjut terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE); 

4) Semakin meningkatnya pemahaman ASN Pemerintah Kabupaten 

Malang terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui 

pencanangan Zona Integritas pada seluruh Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang oleh Bupati Malang; 

5) Adanya komitmen dan koordinasi antara Perangkat Daerah terkait 

dengan Kelompok Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Malang dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 

maupun hasil pendampingan oleh KemenPANRB. 

 Untuk meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi, 

Pemerintah Kabupaten Malang pada tahun mendatang melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk senantiasa melakukan 

inovasi sebagai implementasi dari praktik baik pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi; 

2) Mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan capaian kinerja, 

khususnya pada Perangkat Daerah yang mengampu Komponen Hasil 

Antara dan Komponen Hasil; 

3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Perangkat Daerah yang 

bertanggung jawab dalam bidang pengawasan untuk memastikan 

pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan dengan 

sebagaimana mestinya. 

4) Mendorong Tim Kelompok Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Pemerintah Kabupaten Malang dan Perangkat Daerah terkait untuk 

menindaklanjuti hasil rekomendasi PMPRB Pemerintah Kabupaten 
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Malang Tahun 2022 dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi Tahun 2022 oleh KemenPANRB dan melaporkan 

perkembangan tindak lanjut secara berkala kepada Bupati Malang. 

g. Persentase Desa Mandiri 

 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 persentase  desa mandiri 

ditargetkan 16,93% (64 Desa),  terealisasi sebesar 24,07% (91 Desa) 

capaiannya 142,17% diperoleh dari  realisasi persentase desa mandiri 

tahun 2022 (24,07%) dibagi target persentase desa mandiri  tahun 2022 

(16,93%). Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja 

Utama mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi 

penyebab keberhasilan antara lain: 

1) Adanya program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa 

dari Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Pusat yang diberikan ke desa; 

2) Adanya sosialisasi, koordinasi, Bimbingan Teknis dan validasi Data 

Indeks Desa Membangun Kabupaten Malang; 

3) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterbitkan oleh 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Republik Indonesia, untuk mengukur Status Kemajuan dan 

Kemandirian Desa; 

4) Adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan ke 

Pemerintah Desa untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan 

pembangunan desa; 

5) Adanya Kebijakan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik 

Indonesia) yang memberikan pola tahapan pencairan Dana Desa 

Tahap I dan Tahap II sebesar 60% dan 40% bagi Desa Mandiri, 

sehingga memotivasi Pemerintah Desa  untuk meningkatkan status 

desanya. 

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah 

peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah 

Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, dan Bimbingan Teknis dan 

validasi Data  Indeks Desa Membangun kepada Kecamatan, 

Pemerintah Desa, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa; 

2) Melaksanakan sosialisasi pendirian BUMDesa, penguatan 

kelembagaan BUMDesa dan BUMDesa Bersama serta 
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pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan untuk 

meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan; 

3) Melaksanakan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, Tata 

Wilayah Desa dan Penataan Kewenangan Desa; 

4) Melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah 

Desa, fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa 

serta pembinaan  pengelolaan keuangan desa dan aset desa; 

5) Melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakat desa, dengan 

kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, 

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat dan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam 

Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Kesejahteraan Keluarga. 

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang 

tersebut, program / kegiatan yang menunjukan output paling mendukung 

bagi pencapaian kinerja organisasi adalah : 

1) Program Penataan Desa, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa 

dengan anggaran sebesar Rp.23.222.500,00 (Dua Puluh Tiga Juta 

Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah); 

2) Program Peningkatan Kerjasama Desa, Kegiatan Fasilitasi Kerja 

sama Antar Desa dengan anggaran sebesar Rp. 55.364.200,00 (Lima 

Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus 

Rupiah); 

3) Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 

dengan anggaran sebesar Rp.2.342.621.080,00 (Dua Milyar Tiga 

Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu 

Delapan Puluh Rupiah); 

4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat 

dan Masyarakat Hukum Adat, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan 

Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan 

Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat 

yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar 

Rp. 2.414.896.365,00 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta 

Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh 

Lima Rupiah). 
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h. Persentase Pelayanan Kualitas Insfrastruktur 

  Persentase Pelayanan Kualitas Insfrastruktur merupakan 

indikator yang merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan insfrastruktur oleh 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelayanan Kualitas 

Insfrastruktur diharapkan menjadi suatu alat yang menghasilkan gambaran 

perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik 

secara aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Nilai Persentase 

Pelayanan Kualitas Insfrastruktur Kabupaten malang tahun 2022 62,69%.  

  Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Malang telah 

dilakukan penyelarasan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Malang 

Nomor: 188.45/640/KEP/35.07.013/2022 tentang Materi Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2021-2026. Berikut penyelarasan perubahan terhadap Indikator 

Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, 

berikut analisis penyebab keberhasilan, kegagalan dan solusi realisasi 

kinerja utama: 

1. Sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan jalan baik pendukung 

percepatan pembangunan desa berkembang dengan indikator kinerja 

utama Persentase prasarana jalan kondisi mantap pendukung percepatan 

pembangunan desa berkembang yang memiliki target 63,28% atau 

sepanjang 266,95 Km terealisasi sebesar 63,35% atau sepanjang 267,25 

Km dari total Panjang Jalan Pendukung Percepatan Pembangunan Desa 

Berkembang yaitu sepanjang 421,84 Km : 

 
Persentase prasarana jalan 

kondisi mantap 

pendukung percepatan 

pembangunan 

desa berkembang 

= 

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑎𝑝 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔
𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑠𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑘𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑠𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑘𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔

 x 100% 

 

Persentase prasarana jalan 

kondisi mantap 

pendukung percepatan 

pembangunan 

desa berkembang 

= 
267,25 𝐾𝑚

421,84 𝐾𝑚
 x 100% 

 

Persentase prasarana jalan 

kondisi mantap 

pendukung percepatan 

pembangunan 

desa berkembang 

= 63,35%   

 



 

 
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022 
 

68 

2. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas layanan jalan baik pendukung 

desa mandiri dengan indikator Persentase prasarana jalan kondisi mantap 

pendukung desa mandiri yang memiliki target 79,88% atau sepanjang 

720,212 Km terealisasi sebesar 79,91% atau sepanjang 720,512 Km dari 

total Panjang Jalan Pendukung Desa Mandiri yaitu sepanjang 901,602 Km. 

Perhitungan : 

Persentase prasarana jalan 

kondisi mantap 

pendukung desa mandiri 

= 

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑎𝑝 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔
𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔 
𝐷𝑒𝑠𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

 x 100% 

 

Persentase prasarana jalan 

kondisi mantap 

pendukung desa mandiri 

= 
720,512

901,602
 x 100% 

 

Persentase prasarana jalan 

kondisi mantap 

pendukung desa mandiri 

= 79,91% x 100% 

 

3. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas layanan jalan baik penunjang 

pariwisata dengan indikator Persentase prasarana jalan kondisi mantap 

penunjang pariwisata yang memiliki target 65,94% atau sepanjang 227,71 

Km terealisasi sebesar 66,03% atau sepanjang 228,01 Km dari total 

Panjang Jalan Penunjang Pariwisata yaitu sepanjang 345,32 Km. 

Perhitungan : 

Persentase prasarana jalan 

kondisi mantap penunjang 

pariwisata 

= 

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑖𝑠𝑖 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑎𝑝 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
𝑃𝑎𝑟𝑖𝑤𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 
𝑃𝑎𝑟𝑖𝑤𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎

 x 100% 

 

Persentase prasarana jalan 

kondisi mantap penunjang 

pariwisata 

= 
228,01

345,32
 x 100% 

 

Persentase prasarana jalan 

kondisi mantap penunjang 

pariwisata 

= 66,03% x 100% 

 

Jalan Kondisi Mantap Kabupaten merupakan proporsi dari panjang jalan 

Kabupaten yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total 

panjang jalan Kabupaten. Adapun yang mendukung keberhasilan dan solusi 

yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang dalam 

mempertahankan dan meningkatkan kondisi tersebut ialah sebagai berikut : 

Penyebab keberhasilan : 

1. Pelaksanaan kegiatan “SALOB” yang dilakukan untuk segera menambal 

setiap ada lubang di jalan Kabupaten sehingga tidak memperparah 

kerusakan dan kelancaran mobilitas barang dan jasa. 
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2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan yang optimal turut 

mendukung kondisi jalan tetap baik. 

3. Pelaksanaan kegiatan RAJASAMA (kegiatan pengeprasan bahu jalan yang 

dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat sekitar) dalam rangka 

mempertahankan fungsi jalan dan bangunan pelengkap dalam kondisi 

mantap. 

4. Pemanfaatan sisa pengadaan (tender) untuk kegiatan prioritas juga 

mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Jalan Kabupaten 

dalam kondisi baik sehingga mampu melebihi target yang telah ditetapkan. 

Solusi (Langkah mempertahankan/kebijakan) : 

1. Penjaringan penanganan baik melalui pengaduan SP4N!LAPOR, Media 

Sosial Dinas, Website Dinas, Surat Warga oleh masyarakat, secara berkala 

dikoordinasikan dengan bidang-bidang yang menangani; 

2. Sinkronisasi mantap internal dan eksternal dalam memprioritaskan 

pemeliharaan rutin jalan dan  penanganan kegiatan fisik; 

3. Melaksanakan pembaharuan inovasi terkait penanganan jalan dan 

bangunan pelengkapnya secara berkelanjutan; 

Memprioritaskan ruas-ruas strategis dalam pemanfaatan sisa tender untuk 

menyediakan infrastruktur jalan yang memadai. 

Adapun Perangkat Daerah Pengampu untuk mencapai Indikator 

Persentase Pelayanan Kualitas Insfrastruktur yaitu:  

a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 

b. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air; 

c. Dinas Perhubungan; 

d. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Cipta Karya. 

i. Indeks Pembangunan Gender 

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan mewujudkan 

kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran 

perempuan dalam semua aspek kehidupan, serta meningktakan peran 

perempuan dalam mengambil keputusan. Hal tersebut hal yang penting 

dari pemberdayaan ender adalah tercapainya kesetaraan dan keadilan 

gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuan 

dan laki-laki. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Malang untuk 

urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu Indeks 

Pembangunan Gender (IPG), untuk tahun 2021 IPG tidak termasuk dalam 

perhitungan periode RPJMD 2021 – 2026 sehingga dalam dokumen 

RPJMD tidak ditetapkan target pada tahun 2021. Untuk tahun 2022 
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berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Malang, IPG pada tahun 2022 masih dalam proses pengolahan data dan 

hasilnya belum release ke publik. 

Solusi untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama yaitu 

dengan berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait khususnya dalam 

meningkatkan capaian IPG, karena komposit penilaian IPG mencakup 

beberapa hal meliputi Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, 

Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita disesuaikan menurut 

jenis kelamin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga dalam 

meningkatkan capaian perlu bersama-sama/berkolaborasi dengan 

perangkat daerah terkait 

Realisasi anggaran pada tahun 2022 khususnya untuk program 

penunjang peningkatan indikator kinerja utama IPG sebesar 83,21 % atau 

tersisa anggaran sebesar Rp. 199.689.350, sisa anggaran tersebut rata-

rata bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk layanan 

penanganan korban kekerasan, sehingga serapannya menyesuaikan 

dengan laporan kekerasan yang terlaporkan pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak. 

j. Pertumbuhan Ekonomi 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan salahs atu indikator yang 

digunakan dalam mengukur kinerja pembangunan suatu daerah. 

Perekonomian suatu wilayah digambarkan melalui Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga 

pendekatan yang dapat digunakan yaitu : 

1) Menurut Pendekatan Produksi; 

2) Menurut Pendekatan Pendapatan; 

3) Menurut Pendekatan Pengeluaran. 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang dipengaruhi terutama oleh 

sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Indikator 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2022 ditargetkan 

4,2% dan terealisasi sebesar 5,13%.  

Ekonomi kabupaten malang tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 

meningkat sebesar  5,13%. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi terjadi 

pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh 

sebesar 18,53%. Pertumbuhan terjadi hampir semua lapangan usaha, 

namun ada beberapa lapangan usaha yg terkontraksi. Dari seluruh 

lapangan usaha, lapangan usaha pertambangan dan penggalian, 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 
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terkontraksi masing masing sebesar 0,87% dan 2.29%. Sementara itu 

terdapat 3 lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu 

transportasi dan pergudangan, penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum, dan jasa lainnya dengan pertumbuhan masing - masing sebesar 

18,53%, 11,79% dan 9,01%.  

Struktur PDRB Kabupaten Malang menurut lapangan usaha atas dasar 

harga berlaku (ADHB) tahun 2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. 

Perekonomian Kabupaten Malang masih didominasi oleh lapangan usaha 

Industri Pengolahan sebesar 32,43% seperti Pabrik Rokok Elektrik yaitu 

PT Smoore Technology Indonesia, PT Greenfields Farm dan Factory, 

Pabrik Gula Kebon Agung, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,32%, Pertanian, 

Kehutanan, dan  Perikanan sebesar 14,72%, dan konstruksi  sebesar 

12,74% seperti Perkebunan Tebu, Produk Unggulan Pertanian Pisang 

Mulyo dan Alpukat Pameling, Padi Varietas unggul jenis Berang Biji. 

Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian 

Kabupaten Malang mencapai 79,21% seperti pembukaan Pabrik Ragi di 

Bululawang, PT Greenfields Farm dan Factory. 

Pemerintah Kabupaten Malang  terus berupaya untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi melalui pemulihan ekonomi daerah, seperti 

percepatan penyediaan infrastruktur pada pariwisata, hasil bumi maupun 

produk pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan yang berkualitas 

ekspor dan didukung dengan SDM yang unggul dalam menjaga kualitas 

dan standarisasi hasil produk. Upaya konkrit Pemerintah Kabupaten 

Malang pada tahun 2022 dalam penanganan inflasi daerah melalui 

pengalokasian Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 4,63% dari total DTU 

Kabupaten Malang Tahun 2022. Beberapa kegiatan penanganan inflasi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Melaksanakan operasi pasar murah; 

2) Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor; 

3) Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran 

pasokan; 

4) Menjaga pasokan kebutuhan bahan pokok di pasar; 

5) Memanfaatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDM); 

6) Gerakan menanam; 

7) Merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT); 

8) Dukungan transportasi dari APBD. 
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Adapun Perangkat Daerah yang mengampu Indikator Pertumbuhan 

Ekonomi adalah: 

a. Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

b. Dinas Industri dan Perdagangan; 

c. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan; 

d. Dinas Peternakan dan Perkebunan; 

e. Dinas Perikanan. 

 

k. Indeks Daya Saing Pariwisata 

  Pada bulan Nopember 2022 sebagaimana hasil reviu dari 

Kemenpan RB-RI terhadap penilaian SAKIP Kabupaten Malang maka 

dianggap perlu dilakukan perubahan atas IKU Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan menjadi Indeks Daya Saing Pariwisata yang ditetapkan 

dengan SK Bupati Malang Nomor : 188.45/640/KEP/35.07.013/2022 

Tentang Materi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan target 1,5 dan 

terealisasi sebesar 0,57 yang dihitung dari 3 (tiga) komponen  dengan nilai 

maksimum indeks 1 yaitu :  

1) Indeks Daya Saing Pariwisata dengan target 1,5 terdiri dari: 

a) Meningkatnya Daya Tarik Wisata Kabupaten Malang realiasasi 

0,55; 

b) Meningkatnya Perilaku Konsumsi Wisatawan di Kabupaten Malang 

realisasi 0,57; 

c) Mewujudkan Penguatan dan Pengembangan Pemasaran 

Pariwisata realiasi 0,60. 

2) Meningkatnya Pelestarian Seni dan Kebudayaan Lokal dalam 

Kehidupan Bermasyarakat di Kabupaten Malang terdiri dari :  

3) Meningkatnya Pelestarian Adat Tradisi budaya dan kesenian lokal 

dengan target 1,5 terdiri dari:  

a) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Adat 

Tradisi Budaya realisasi 0,017%. 

b) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian 

Lokal realisasi 0,121. 

4) Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya dengan target 30% realisasi 

27%. 

Sedangkan pada IKU Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

sebagaimana kesesuaian dengan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 

2021-2026, maka dapat dilaporkan sebagai berikut: 
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1) Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Jumlah Kunjungan Wisatawan 

Nusantara dan Mancanegara targetkan 2.550.000 Orang, realisasi 

sebesar 3.054.043 Orang dengan capaian 119,76%.  

2) Indikator Kinerja Utama Persentase Situs Cagar Budaya yang 

dilestarikan target 92%, realisasi 90% dengan capaian 97,82%. 

3) Indikator Kinerja Utama Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan 

target 69%, realisasi 67% dengan capaian 97%. 

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator Kinerja 

Utama mengalami keberhasilan karena. Adapun hal-hal utama yang 

menjadi penyebab keberhasilan adalah : 

Adanya peningkatan kunjungan wisatawan pasca pandemi Covid-

19 dengan dibukanya akses kunjungan ke destinasi tujuan wisata di 

Kabupaten Malang dan juga  hasil kerjasama antara stakeholder 

kepariwisataan yaitu pemerintah, masyarakat, organisasi pariwisata 

(swasta), media dan akademisi dalam mengembangkan pariwisata 

Kabupaten Malang melalui empat pilar: pengembangan destinasi wisata, 

pengembangan produk ekraf, pemasaran dan promosi pariwisata serta 

pengembangan kelembagaan melalui SDM pariwisata tepat guna. 

Penjelasan kategori daya saing pariwisata daerah yaitu : 

a. Tidak ada daya saing skala 0 – 0.20; 

b. Daya saing kurang skala 0,20 – 0 40; 

c. Daya saing cukup skala 0,41 – 0,60; 

d. Daya saing baik skala 0,61 – 0,80; 

e. Daya saing sangat baik 0,81 – 1. 

Kabupaten Malang pada indeks daya saing pariwisata mendapat 

kan nilai 0,57 yang berarti Kabupaten Malang berada pada  kategori daya 

saing “cukup” yang berarti terdapat kapasitas usaha pariwisata untuk 

menarik pengunjung asing maupun domestik yang berkunjung pada 

Kabupaten Malang dan telah memanfaatkan sumberdaya yang ada dan 

meningkatkan pengelolaan sehingga peningkatan daya saing dapat 

tercapai. 

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang 

tersebut, program / kegiatan yang menunjukan output paling mendukung 

bagi pencapaian kinerja organisasi adalah : 

a) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan 

anggaran sebesar Rp 3.265.904.447,- (Tiga Milyar Dua Ratus Enam 

Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Empat Ratus Empat 

Puluh Tujuh Rupiah); 
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b) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

dengan anggaran sebesar Rp 1.350.403.475,- (Satu Milyar Tiga Ratus 

Lima Puluh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh 

Lima Rupiah); 

c) Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan anggaran 

sebesar Rp 888.565.424,- (Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan 

Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh 

Empat Rupiah); 

d) Program Program Pemasaran Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp 

785.620.640,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Enam Ratus Dua 

Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah); 

e) Program Pengelolaan Permuseuman dengan anggaran sebesar Rp 

742.752.084,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima 

Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah); 

f) Program Pengembangan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp 

341.590.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus 

Sembilan Puluh Ribu Rupiah). 

l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Malang 2021-2026, Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Malang mengampu Indikator Kinerja Utama 

Kabupaten Malang berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2022 menunjukkan 

capaian indeks sebesar 67,52. Berdasar status kualitas lingkungan hidup, 

nilai IKLH tersebut masuk kategori “SEDANG”. Capaian tersebut telah 

memenuhi target perencanaan sebagaimana tertuang dalam dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Malang Tahun 2021-2026 sebesar 57,79. Perbandingan capaian IKLH 

dengan tahun 2021 terlihat adanya peningkatan capaian sebesar 6,74 

poin atau sebesar 11,09%. Pencapaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup (IKLH) tersebut merupakan komposit perhitungan Indeks Kualitas 

Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). 

Secara umum capaian nilai indeks mengalami peningkatan, baik pada 

IKA, IKU dan IKL. Dimana nilai IKA mengalami peningkatan cukup tinggi.  

Adapun hal-hal utama yang menjadi pendorong keberhasilan 

tercapainya IKLH diatas target yang ditetapkan pada RPJMD tersebut 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

1) Peningkatan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 2022 

salah satunya karena ada peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA), 
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dimana IKA mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 

2022 sampai 16,17 poin. Pada tahun 2022 dilakukan perubahan titik 

pantau kualitas air dari yang tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi 

dilakukan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana tertuang pada 

PerMen LHK Nomor 27 tentang IKLH dengan mengalihkan beberapa 

titik sebelumnya ke pada titik intake pengolahan air minum dan pada 

aliran Badan Air kawasan hulu. Jadi titik lokasi yang dipantau tidak 

hanya pada outlet daerah aliran sungai dan yang mewakili sumber 

pencemar saja seperti tahun sebelumnya, sehingga hasil uji kualitas air 

tahun ini lebih merata pada semua lokasi.  Pada hasil uji kualitas air 

terdapat peningkatan status mutu air. Tidak ada status mutu air cemar 

berat dan cemar sedang di tahun 2022.  Hasil uji kualitas air yakni 

18,03% status cemar ringa dan 81,97 memenuhi baku mutu 

lingkungan. jika dibandingkan dengan tahun 2021 yakni 90% status 

cemar ringan, 9% status cemar sedang dan 1% status cemar berat.  

2) Pada capaian nilai IKU mengalami peningkatan sebesar 1,99 poin dari 

tahun 2021. Titik pantau kualitas udara ambien pada tahun 2022 

mengalami penambahan titik uji dari tahun sebelumnya, yang 

diharapkan lebih bisa memberikan data yang lebih mendekati kondisi riil 

kualitas udara di Kabupaten Malang meskipun secara statistik data 

tersebut dapat dikatakan belum mempresentasikan kondisi riil 

Kabupaten Malang. Uji kualitas udara ambien pada tahun 2022 

dilaksanakan di Kecamatan Kepanjen sebagai ibukota Kabupaten dan 

Kecamatan Pujon.  

3) Dukungan dari pemangku kepentingan lainnya khususnya sektor 

swasta dan masyarakat yang juga memberikan kontribusi dalam upaya 

pengendalian pencemaran air antara lain komunitas peduli lingkungan 

Komunitas Jogo Kali Metro Kepanjen dan Komunitas Kaliku Pakisaji, 

serta dukungan dalam upaya pengendalian kerusakan lahan antara lain 

dari Perum Jasa Tirta I, PT. Pembangkitan Jawa Bali, Komunitas 

Milenial Youth Sadar Lingkungan, PT. Pertaminda dan PT. Cheil 

Jedang. Terdapat program dengan melibatkan instansi antara lain 

Pemulihan bekas tambang di Kecamatan Wajak yang dilakukan 

bersama dengan KLHK serta Rehabilitasi DAS IPPKH Jalan Lintas 

Selatan Kabupaten Malang di Kawasan Tahura R. Soerja. 

4) Terlaksananya pengawasan kepada kegiatan/usaha atas ketaatan 

terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup dan upaya 

penegakan hukum lingkungan hidup. Dalam upaya penegakan hukum 
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lingkungan, DLH telah memproses sanksi administratif pada  

kegiatan/usaha yang tidak taat dimana ditemukan pelanggaran PPLH 

dan tidak menindaklanjuti hasil pengawasan;  

5) Peningkatan kesadaran kegiatan/usaha atas perundang-undangan di 

bidang lingkungan hidup, meningkatnya ketaatan kegiatan/usaha, baik 

dalam hal pemenuhan persyaratan dokumen lingkungan, ketersediaan 

IPAL serta TPS B3 yang dilengkapi dengan rincian teknis limbah B3 

sebagai wujud komitmen kegiatan/usaha dalam upaya pengendalian 

pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara; 

6) Meningkatnya penanganan sampah baik melalui pelayanan 

persampahan oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilakukan secara 

mandiri oleh masyarakat, melalui edukasi pengurangan sampah dari 

sumbernya, peningkatan ketersediaan sarana prasarana penanganan 

sampah.  

7) Peningkatan kesadaran masyarakat Kabupaten Malang dalam upaya 

pengelolaan lingkungan yang dibuktikan dengan terpilihnya Desa 

Berseri dan Kampung Proklim. 

Sebagai langkah peningkatan capaian kinerja dan strategi 

perbaikan kualitas lingkungan hidup pada tahun yang akan datang, 

Pemerintah Kabupaten Malang melakukan langkah-langkah sebagaimana 

rekomendasi oleh Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai 

berikut : 

4) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan 

pengolahan mutu air seperti : patrol sungai dan lain-lain; 

5) Peningkatan koordinasi antara pusat, provinsi dan daerah dalam 

perlindungan dan pengelolaan mutu air; 

6) Peningkatan peran serta dunia usaha untuk pelaksanaan pengelolaan 

air limbah dan udara ambien sesuai ketentuan; 

7) Peningkatan SDM yang kompeten untuk melakukan implementasi 

pembinaan dan pengawasan pada kegiatan sektor industri dan 

transportasi;  

8) Meningkatkan upaya penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau publik, 

melakukan penanaman vegetasi terutama di jalur protokol dengan 

intensitas kendaraan tinggi, melakukan pemantauan secara rutin emisi 

gas buang dari sumber bergerak dan tidak bergerak, membuat hari 

tanpa kendaraan (car free day) di ruas jalan dengan tingkat 

pencemaran tinggi, mendorong keterlibatan swasta melalui CSR 
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khususnya dalam upaya perbaikan kualitas udara, melakukan edukasi 

dalam pengelolaan sampah dengan tidak melakukan pembakaran 

sampah, pengembangan inovasi dalam pengendalian pencemaran 

udara dan konservasi lahan kritis; 

9) Mendorong peran serta masyarakat untuk ikut aktif menjaga kelestarian 

tutupan vegetasi, koordinasi insentif dengan pemangku kepentingan 

seperti Perhutani,Taman Nasional, Taman Hutan Raya untuk bersama 

memelihara dan memulihkan kondisi tutupan vegetasi; 

10) Melaksanakan publikasi terhadap upaya – upaya pengendalian 

pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan tutupan lahan. 

Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Malang 

tersebut, sebagian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan menunjukkan output 

yang mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi. 

Program/kegiatan/Sub Kegiatan pendukung yang telah disesuaikan 

dengan Permendagri 90/2019 antara lain : 

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup  

Pada program ini didukung oleh kegiatan Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten; 

2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 

Pada program ini didukung oleh kegiatan Pencegahan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten, kegiatan 

Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten dan Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup Kabupaten; 

3) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 

Pada program ini didukung oleh kegiatan Penyimpanan Sementara 

Limbah B3 dan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) 

daerah kabupaten/kota; 

4) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan 

Izin PPLH 

Program ini didukung oleh kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 

Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin 

PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

5) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup untuk Masyarakat  
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Program ini dukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, 

Pelatihan, Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; 

6) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup  

Program ini didukung oleh kegiatan Penyelesaian Pengaduan 

Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota; 

7) Program Pengelolaan Persampahan  

Program ini di dukung oleh kegiatan Pengelolaan Sampah. 
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3. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN 

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung 

anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. 

3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
ANGGARAN (Rp)  

% 

ANGGARAN 

1 

 

 

Meningkatkan Pembangunan 

Sumber Daya Manusia yang 

Unggul 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

Rp. 
793.984.788.391,- 

16,60% 

Indeks Gini 
Rp. 33.425.425.678 0,70% 

2 Memperluas Akses 

Lapangan Kerja dan 

Wirausaha Baru 

Persentase Tingkat 

Kemiskinan 
Rp. 

1.308.388.032.708 
27,35% 

Persentase Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

Rp.12.288.198.800 0,26% 

3 Menumbuhkan Kesadaran 

Hukum dan Partisipasi Politik 

yang Demokratis dan Agamis 

Persentase 

Penurunan Kasus 

Konflik Sosial dan 

Keagamaan 

Rp.71.146.030.428 1,49% 

4 Meningkatkan Kinerja 

Pemerintah Daerah yang 

Transparan, Akuntabel dan 

Responsif serta 

Meningkatkan Inovasi dan 

Teknologi Informasi 

Pelayanan Publik 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

Rp.891.911.403.308 18,64% 

5 Meningkatkan Kemandirian 

Desa dan Pembangunan 

Infrastruktur  

Persentase Desa 

Mandiri 
Rp.650.995.608.279 13,61% 

Persentase 

Pelayanan Kualitas 

Infrastruktur 

Rp. 

715.805.316.250 
14,96% 

6 Meningkatkan Kesejahteraan 

Keluarga, Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

Indeks 

Pembangunan 

Gender 

Rp.25.395.256.769 0,53% 

7 

 

Meningkatkan Iklim Investasi 

dan Industri yang Kondusif 

untuk Menjamim 

Keberlangsungan Usaha 

Ekonomi 

Pertumbuhan 

Ekonomi 
Rp.51.928.635.980 1,09% 

8 Mengembangkan Teknologi 

Informasi Usaha Kelompok 

Ekonomi Kreatif, Seni 

Indeks Daya Saing 

Pariwisata  

Rp. 5.793.250.940 0,24% 
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Budaya dan Pariwisata 

Untuk Mendukung 

Kunjungan Sejuta Wisatawan 

Domestik dan Luar Negeri 

9 Mengembangkan Potensi 

Kawasan Terpadu dan 

Kelestarian Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan Hidup 

yang Seimbang, Indah, 

Bersih, dan Nyaman 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) Rp. 40.854.314.613 0,85% 

TOTAL Rp. 4.601.916.262.144 
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3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran  

 

No Sasaran Strategis Indikator  

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian 

1 Meningkatkan 

Pembangunan Sumber 

Daya Manusia yang 

Unggul 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

71,13 71,38* 100,35% 793.984.788.391 746.044.298.282 93,69% 

Indeks Gini 

0,350 0,368* 105,14% 33.425.425.678 29.933.367.324 89,55% 

2 Memperluas Akses 

Lapangan Kerja dan 

Wirausaha Baru 

Persentase Tingkat 

Kemiskinan 9,45% 9,55* 98,95% 1.308.388.032.708 956.017.184.647,55 73,07% 

Persentase Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

5% 6,57* 131,4%     12.288.198.800 11.363.014.969 92,47% 

3 Menumbuhkan 

Kesadaran Hukum dan 

Partisipasi Politik yang 

Demokratis dan 

Agamis 

Persentase 

Penurunan Kasus 

Konflik Sosial dan 

Keagamaan 

22,22% 23,61% 106,25% 71.146.030.428 64.252.690.371 90,31% 
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No Sasaran Strategis Indikator  

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian 

4 Meningkatkan Kinerja 

Pemerintah Daerah 

yang Transparan, 

Akuntabel dan 

Responsif serta 

Meningkatkan Inovasi 

dan Teknologi 

Informasi Pelayanan 

Publik 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

71,62 77,40 108,07% 891.911.403.308 854.748.390.168 95,83% 

5 Meningkatkan 

Kemandirian Desa dan 

Pembangunan 

Infrastruktur  

Persentase Desa 

Mandiri 16,93% 24,07% 142,17% 650.995.608.279 620.280.830.444 95,28% 

Persentase 

Pelayanan Kualitas 

Infrastruktur 

61,59% 62,29% 101,13% 715.805.316.250 679.276.112.922 94,90% 

6 Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Keluarga, Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

Indeks 

Pembangunan 

Gender 
88,745 88,34** 99,54% 25.395.256.769 22.807.569.161 89,81% 
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No Sasaran Strategis Indikator  

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian 

7 Meningkatkan Iklim 

Investasi dan Industri 

yang Kondusif untuk 

Menjamim 

Keberlangsungan 

Usaha Ekonomi 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

4,2% 5,13% 122,14% 51.928.635.980 45.843.345.578 88,28% 

8 Mengembangkan 

Teknologi Informasi 

Usaha Kelompok 

Ekonomi Kreatif, Seni 

Budaya dan Pariwisata 

Untuk Mendukung 

Kunjungan Sejuta 

Wisatawan Domestik 

dan Luar Negeri 

Indeks Daya Saing 

Pariwisata  

1,5 0,57 38% 7.374.836.070 5.793.250.940 78,55% 

9 Mengembangkan 

Potensi Kawasan 

Terpadu dan 

Kelestarian Sumber 

Daya Alam dan 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) 57,79 67,52 116,83% 40.854.314.613 39.046.369.575 95,57% 
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No Sasaran Strategis Indikator  

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capaian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian 

Lingkungan Hidup 

yang Seimbang, Indah, 

Bersih, dan Nyaman 

 Sumber BPS Kab. Malang 
**   Data tahun 2021 
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3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

No Sasaran Strategis Indikator  
Capaian 

Kinerja 

Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 

Efisiensi 

1 Meningkatkan 

Pembangunan Sumber 

Daya Manusia yang 

Unggul 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

100,35% 93,69% 0,93% 

Indeks Gini 

105,14% 89,55% 0,85% 

2 Memperluas Akses 

Lapangan Kerja dan 

Wirausaha Baru 

Persentase Tingkat 

Kemiskinan 98,95% 73,07% 0,00723% 

Persentase Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

131,4% 92,47% 
0,007037

% 

3 Menumbuhkan 

Kesadaran Hukum dan 

Partisipasi Politik yang 

Demokratis dan 

Agamis 

Persentase 

Penurunan Kasus 

Konflik Sosial dan 

Keagamaan 

106,25% 90,31% 0,84% 

4 Meningkatkan Kinerja 

Pemerintah Daerah 

yang Transparan, 

Akuntabel dan 

Responsif serta 

Meningkatkan Inovasi 

dan Teknologi 

Informasi Pelayanan 

Publik 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

108,07% 95,83% 0,88% 

5 Meningkatkan 

Kemandirian Desa dan 

Pembangunan 

Infrastruktur  

Persentase Desa 

Mandiri 142,17% 95,28% 0,67% 

Persentase 

Pelayanan Kualitas 

Infrastruktur 

101,13% 94,90% 0,93% 

6 Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Keluarga, Perempuan 

Indeks 

Pembangunan 

Gender 

99,54% 89,81% 0,90% 
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No Sasaran Strategis Indikator  
Capaian 

Kinerja 

Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 

Efisiensi 

dan Perlindungan Anak 

7 Meningkatkan Iklim 

Investasi dan Industri 

yang Kondusif untuk 

Menjamim 

Keberlangsungan 

Usaha Ekonomi 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

122,14% 88,28% 0,72% 

8 Mengembangkan 

Teknologi Informasi 

Usaha Kelompok 

Ekonomi Kreatif, Seni 

Budaya dan Pariwisata 

Untuk Mendukung 

Kunjungan Sejuta 

Wisatawan Domestik 

dan Luar Negeri 

Indeks Daya Saing 

Pariwisata  

38% 78,55% 2,07% 

9 Mengembangkan 

Potensi Kawasan 

Terpadu dan 

Kelestarian Sumber 

Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup 

yang Seimbang, Indah, 

Bersih, dan Nyaman 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

(IKLH) 

116,83% 95,57% 0,81% 
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B. REALISASI ANGGARAN 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang 

Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 196 Tahun 2021 

tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, serta Peraturan Daerah 

Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2022 dan Perubahan Peraturan Bupati Malang Nomor 107 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Tahun Anggaran 2022, maka pagu 

dan realisasi pelaksanaan anggaran Kabupaten Malang adalah  sebagai berikut: 

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan,   dan  Lain-Lain  Penerimaan yang sah,  yang ditargetkan   sebesar      

Rp 4.256.368.816.888,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.020.792.946.605,99 atau 

94,47%. 

Gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah 

Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun Data dimaksud belum di 

reviu oleh Inspektorat Daerah namun masih belum dilakukan audit oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan rincian sebagai berikut : 

Komposisi Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Tahun 2022  

 

No 

 

Uraian 

Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan 

Target Pendapatan 

(Rp) 

Realisasi 

Pendapatan (Rp) 
% 

1 Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 
983.028.679.582,00 763.050.692.954,99 77,62 

2. Pendapatan 

Transfer 
2.949.718.029.306,00 2.947.583.745.285,00 99,93 

3 Lain-lain 

Pendapatan Yang 

Sah  

323.622.108.000,00 310.158.508.366,00 95,84 

Jumlah 4.256.368.816.888,00 4.020.792.946.605,99 94,47 

 

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD belum mencapai target yang 

diharapkan. Realisasi PAD Tahun 2022 realisasi sebesar Rp 763.050.692.954,99 atau 

mencapai 77,62% dari target yang diharapkan dan bila dibandingkan dengan realisasi 

tahun 2021 sebesar Rp. 669.361.940.836,91 maka terjadi peningkatan penerimaan 

sebesar Rp 93.6777.773.977 atau 12,28%. Untuk Pendapatan Transfer tahun anggaran 

2022 realisasinya  sebesar Rp 2.947.583.745.285,00 atau 99,93% dari target yang 

direncanakan bila dibandingan dengan realisasi tahun 2021 sebesar                              

Rp 3.155.933.221.902,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp 208.349.476.617,00 atau 
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7,07%. Sedangkan untuk realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2022 

realisasinya sebesar Rp 310.158.508.366,00 atau 95,84% dan bila dibandingkan 

dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 262.812.889.801,00 maka terjadi peningkatan  

sebesar Rp 47.345.618.565,00 atau 15,26%.  

Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 

17,92% dari total realisasi pendapatan Kabupaten Malang di tahun 2022, sedangkan 

Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar yaitu 69,25% dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah sebesar 7,29%. 

 

Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal 

dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penerimaan dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2022 

direncanakan sebesar Rp 983.028.679.582,00 dan dapat direalisasikan lebih kecil 

dibandingkan target semula, yaitu sebesar Rp 763.039.714.813,91 atau mencapai 

77,62%. Sumbangan terbesar dari PAD Kabupaten Malang berasal dari Hasil Pajak 

Daerah, yaitu mencapai 95,91% dari target. Adapun perincian PAD Kabupaten Malang 

pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Perincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 

No Uraian 

Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan 

Target Pendapatan 

(Rp) 

Realisasi Pendapatan 

(Rp) 
% 

1 Hasil Pajak Daerah 419.491.130.963,00 402.323.511.146,00 95,91 

2 
Hasil Retribusi 

Daerah 
117.983.736.162,00 34.644.174.879,00 29,36 

3 

Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan 

46.243.607.975,00 23.505.888.225,95 50,83 

4 

Lain Lain 

Pendapatan yang 

sah 

399.310.204.482,00 302.566.140.562,96 75,78 

Jumlah 983.028.679.582,00 763.039.14.813,91 77,62 

 

Terlihat dalam tabel tersebut di atas bahwa komponen hasil pajak daerah 

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melampaui target, relatif 

lebih besar dari yang direncanakan semula. Tingginya realisasi pajak daerah tahun 
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2022 ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Malang terus 

mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, yang diiringi dengan usaha dalam 

menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah.  

 

Pendapatan Transfer  

Pendapatan transfer mengacu pada Pasal 34 sampai denan Pasal 45 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan 

Transfer meliputi: 

a. Pendapatan transfer terdiri atas: 

1. Transfer Pemerintah Pusat 

2. Transfer antar-daerah 

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian 

objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan 

keuangan pada SKPD. Penerimaan dari Dana Perimbangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah pada tahun 2022 direncanakan sebesar                               

Rp 2.949.718.029.306,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.947.583.745.285,00 

atau mencapai target 99,93%. Adapun perincian penerimaan dari Dana 

Perimbangan pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:  

Perincian Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2022 

No Uraian 

Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan 

Target Pendapatan 

(Rp) 

Realisasi Pendapatan 

(Rp) 
% 

1 

Pendapatan 

Transfer 

Pemerintah 

Pusat  

2.651.130.739.435,00 

 

2.600.577.353.091,00 

 
98,09 

2 

Pendapatan 

Transfer Antar 

Daerah  

298.587.289.871,00 347.006.392.194,00 116,22 

Jumlah 2.949.718.029.306,00 2.947.583.745.285,00 99,93 

 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Lain-lain 

Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak 

dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi 

Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. 

Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 

direncanakan sebesar Rp 323.622.108.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar     



 

 
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022 
 

90 

Rp 310.158.508.366,00 atau mencapai 95,84%. Adapun perincian Lain-Lain 

Pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Perincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Tahun Anggaran 2022 

 

No Uraian 

Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan 

Target Pendapatan 

(Rp) 

Realisasi Pendapatan 

(Rp) 
% 

1 Pendapatan Hibah 44.899.428.000,00 29.323.472.000,00 65,31 

2 

Lain-lain pendapatan 

sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

278.722.680.000,00 267.060.904.911,00 95,82 

Jumlah 323.622.108.000,00 310.158.508.366,00 95,82 

 

Pengelolaan Belanja Daerah 

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada 

prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam 

hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan 

mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. 

Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kuangan 

Daerah. 

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Membiayai urusan yang bersifat mandatory dan sudah ditentukan peruntukan 

belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Membiayai urusan wajib dan pilihan dengan mengutamakan bidang pendidikan 

dan kesehatan; 

3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata dan 

lingkungan hidup dengan mengutamakan jalan dan jembatan serta sarana 

perhubungan lainnya; 

4. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan 

pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata; 

5. Memenuhi komitmen kerjasama/kemitraan pembangunan dan pembiayaan; 

6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Perangkat Daerah. 
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Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah 

yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan 

kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan 

dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Hakekat 

anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama 

kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan 

masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan 

pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan 

pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon 

dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang:  

1. Target dan Realisasi Belanja 

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 

2022 dianggarkan sebesar Rp 4.784.054.119.422,00 dan dapat direalisasikan      

Rp 4.333.949.220.307,56 atau mencapai 90,59%, yang perinciannya dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 

No Uraian 

Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan 

Anggaran Belanja 

(Rp) 

Realisasi Belanja 

(Rp) 
% 

1 Belanja Operasi   3.284.759.628.480,00 2.895.541.696.510,99 88,16 

2 Belanja Modal  798.203.049.703,00 757.708.145.130,07 94,88 

3 
Belanja Tidak 

Terduga  
13.463.198.300,00 3.858.813.700,00 28,66 

4 Belanja Transfer  687.628.242.939,00 676.840.564.966,00 77,46 

Jumlah 4.784.054.119.422,00 4.333.949.220.307,56 90,59 

 

Jika dilihat dari komposisinya, belanja modal memberikan kontribusi sebesar 

94,88% dari realisasi belanja Kabupaten Malang di tahun 2022 sedangkan 

belanja operasi sebesar 88,16%, belanja tidak terduga sebesar 28,66% dan 

belanja transfer sebesar 77,46%. Adapun anggaran dan realisasi masing-

masing belanja untuk Tahun Anggaran 2022, dapat diuraikan sebagai berikut: 

Belanja Operasi  

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari – 

hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaan jangka pendek. dianggarkan 
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sebesar Rp 3.284.759.628.480,00 dan dapat direalisasikan sebesar                      

Rp. 2.895.541.696.510,99 atau 88,16% dengan rincian pada tabel berikut: 

 

Perincian Belanja Operasi 

Tahun Anggaran 2022 

No Uraian 

Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan 

Anggaran Belanja 

(Rp) 

Realisasi Belanja 

(Rp) 
% 

1 Belanja Pegawai 1.627.894.735.113,00 1.399.087.197.170,55 85,94 

2 Belanja Hibah 254.405.084.700,00 172.084.908.063,52 67,64 

3 
Belanja Bantuan 

Sosial 
65.097.300.000,00 63.400.191.000,00 97,39 

4 
Belanja Barang 

dan Jasa  
1.337.362.508.667,00 1.260.969.400.276,92 94,32 

Jumlah 3.284.759.628.480,00 2.895.920.151.816,99 88,16 

 
Belanja Modal 
 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. 

dianggarkan sebesar Rp 798.203.049.703,00 dan dapat direalisasikan sebesar    

Rp 757.708.145.130,07 atau 94,88% dengan rincian pada tabel berikut: 

 
Perincian Belanja Modal 

Tahun Anggaran 2022 

No Uraian 

Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan 

Anggaran Belanja 

(Rp) 

Realisasi Belanja 

(Rp) 
% 

1 
Belanja Modal 

Tanah 
53.447.256.052,00 51.734.609.648,00 96,80 

2 

Belanja Modal 

Peralatan dan 

Mesin 

207.782.040.266,00 197.586.057.830,33 95,44 

3 
Belanja Gedung 

dan Bangunan 
33.019.188.183,00 29.271.450.718,53 88,65 

4 

Belanja Jalan, 

Jaringan, dan 

Irigasi  

469.270.882.461,00 446.762.102.403,21 95,20 
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5 
Belanja Aset 

Tetap lainnya 
31.814.182.741,00 29.469.854.142,00 89,20 

6 
Belanja Aset 

Lainnya 
2.869.500.000,00 2.884.070.388,00 100,51 

Jumlah 798.203.049.703,00 757.708.145.130,07 94,88 

 
Belanja Tidak Terduga 
 
  Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban 

APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat 

diprediksi sebelumnya. dianggarkan sebesar Rp 13.463.198.300,00 dan dapat 

direalisasikan sebesar  Rp 3.858.813.700,00 atau 28,66% dengan rincian pada 

tabel berikut: 

Perincian Belanja Tidak Terduga 

Tahun Anggaran 2022 

No Uraian 

Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan 

Anggaran Belanja 

(Rp) 

Realisasi Belanja 

(Rp) 
% 

1 
Belanja Tidak 

Terduga 
13.463.198.300,00 3.858.813.700,00 28,66 

Jumlah 13.463.198.300,00 3.858.813.700,00 28,66 

 
Belanja Transfer 
 

 Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada 

pemerintah desa. dianggarkan sebesar Rp 687.628.242.939,00 dan dapat 

direalisasikan sebesar  Rp 676.840.564.966,50 atau 98,43% dengan rincian pada 

tabel berikut: 

Perincian Belanja Transfer 

Tahun Anggaran 2022 

No Uraian 

Tahun Anggaran 2022 setelah Perubahan 

Anggaran Belanja 

(Rp) 

Realisasi Belanja 

(Rp) 
% 

1 Belanja Bagi Hasil 47.586.640.939,00 36.858.709.073,50 77,46 

2 
Belanja Bantuan 

Keuangan 
640.041.602.000,00 639.981.855.893,00 99,99 

Jumlah 687.628.242.939,00 676.840.564.966,50 98,43 
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C. PRESTASI TAHUN 2022 

 

1. Rural Development and Poverty Eradication (RDPE) Award 2022 tingkat ASEAN 

dari Sekretariat ASEAN kepada Desa Sanankerto Kecamatan Turen; 

2. Penghargaan WTP Tahun ke 8 berturut-turut Tahun 2021 dari Kemeterian 

Keuangan kepada Inspektorat; 

3. Nirwasita Tantra untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 dari Kemeterian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Dinas Lingkungan Hidup; 

4. Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik kategori Instansi 

Pemerintahan Umum dan kategori UPP Terbaik (Inspektorat) dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI kepada Dinas 

Komunikasi dan Informatika dan Inspektorat; 

5. Lencana Bakti Desa Pertama atas Komitmen dan Kerja Keras dalam Mendorong 

Percepatan Pembangunan Desa sehingga Seluruh Desa di Kabupaten Malang 

mencapai Status Berkembang, Maju dan Mandiri dari Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

6. Lencana Bakti Ekonomi Desa atas Capaian 100% Transformasi Pengelola Dana 

Bergulir Masyarakat EksPNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama Ikd di 

Kabupaten Malang dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Republik Indonesia kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

7. Kabupaten Ramah Investasi Properti pada APERSI Award 2022 dari Asosiasi 

Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI); 

8. Penghargaan sebagai Kabupaten Penyumbang PDRB terbesar untuk sektor agro 

Jawa Timur dari Gubernur Jawa Timur kepada Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan; 

9. Pembina Koperasi Terbaik 2022 dari Gubernur Jawa Timur kepada Dinas 

Koperasi; 

10. Juara Umum Lomba Perkoperasian dan UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 

dari Gubernur Jawa Timur kepada Dinas Koperasi; 

11. TOP 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur Tahun 2022 untuk 

inovasi Kampung Tematik Wonosari Berseridari Gubernur Jawa Timur kepada 

Kecamatan Wonosari; 

12. ASN Achievment Awards Tahun 2022 kategori Kepala Daerah Peduli Bangkom 

SDG’s dan kategori Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Bangkom Berbasis 

SDG’s dari Gubernur Jawa Timur dari Gubernur Jawa Timur kepada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

13. Maliki Award 2022 sebagai Alumni Berprestasi dalam Bidang Pemerintahan dari 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim; 
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14. Penghargaan kategori Penyalur Dana Desa Reguler/Mandiri Tahap I Tahun 2022 

Tercepat dari Kantor Perbendaharaan Negara Malang Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia kepada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

15. Penghargaan kategori Penyelesaian BAR Rekon Pajak Pusat atas Beban APBD 

Semester I Tahun 2022 Tercepat dari Kantor Perbendaharaan Negara Malang 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

kepada Badan Keuangan Aset Daerah; 

16. Juara I kategori Pemda Terbaik atas Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan 

Swadaya (BSPS) di Wilayah I Provinsi Jawa Timur dari Balai Pelaksana 

Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa IV melalui PPK Rumah Swadaya kepada 

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya; 

17. Bintang V Top Digital Implementation 2022 kepada Perumda Tirta Kanjuruhan; 

18. Top Digital On Digital Transformation Supporting in It’s BUMD 2022 kepada 

Perumda Tirta Kanjuruhan; 

19. Peringkat II Kabupaten dengan Capaian Vaksinasi PMK Terbanyak dari Sekretaris 

Daerah Prov Jatim selaku Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Jawa Timur 

kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

20. Peringkat I Kabupaten/Kota dengan Capaian Penandaan dan Pendataan Hewan 

Terbanyak di Jawa Timur s/d November 2022 dari Sekretaris Daerah Prov Jatim 

selaku Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Jawa Timur kepada Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

21. Keberhasilan menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dengan Predikat 

Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

22. Kabupaten Sangat Inovatif dalam Innovative Government Award (IGA) dari 

Menteri Dalam Negeri kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

23. Penghargaan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang yang telah Berperan Aktif 

dalam Pembangunan Sektor Kelautan Dan Perikanan dari Gubernur Jawa Timur; 

24. Kabupaten di Jawa Timur dengan Pencapaian Imunisasi TambahanMR (BIAN) 

Minimal 95% pada Perpanjangan 1 dari Gubernur Jwa Timur kepada Dinas 

Kesehatan; 

25. Akreditasi Tingkat Paripurna dengan Standar Kementrian Kesehatan dari Komisi 

Akreditasi Rumah Sakit (KARS) kepada RSUD Lawang; 

26. Piagam Penghargaan Stasiun Dari Stasiun Klimatologi Kelas Ii Jawa Timur dari 

BMKG Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Air; 

27. Juara 1 Peran Pemda Terbaik pada Pelaksanaan BSPS di Wilayah I Provinsi 

Jawa Timur dari Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur kepada 

DPKPCK; 



 

 
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022 
 

96 

28. Kabupaten Malang Ramah Investasi Properti 2022 dari DPP APERSI; 

29. Certifikat of recognition Tambakrejo Vilage dari UNESCO kepada BPBD dengan 

Kepala Desa Tambaksari; 

30. Ucapan Terima Kasih Atas Kedisiplinan Dan Keaktifan Pelaporan Dalam 

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat dari KEMENDAGRI kepada Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang; 

31. Pilar Sosial Berprestasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dari Gubernur 

Jawa Timur kepada Dinas Sosial; 

32. Pilar-pilar Sosial Berprestasi Karang Taruna dari Gubernur Jawa Timur kepada 

Dinas Sosial; 

33. Pilar-pilar Sosial Berprestasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dari Gubernur Jawa 

Timur kepada Dinas Sosial; 

34. Karang Werda Berprestasi dari Gubernur Jawa Timur kepada Dinas Sosial; 

35. Perusahaan Penerima Penghargaan Zero Accident (Kecelakaan Nihil) dari 

Pemerintah Provinsi JAWA Timur kepada PT. PLN UPT Malang; 

36. Perusahaan Penerima Penghargaan P2 Covid-19 dari Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur kepada PT. Otsuka Indonesia; 

37. Perusahaan Penerima Penghargaan P2-HIV AIDS Di Tempat Kerja dari 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada KUD Sumber Makmur Unit MPS 

Ngantang; 

38. Kabupaten Layak Anak dari ementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak; 

39. Program Kampung Iklim Kategori Utama dari Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan kepada Dusun Pakisaji Lor Desa Pakisaji Kecamatan Pakisaji 

Kabupaten Malang; 

40. Program Kampung Iklim Kategori Utama dari Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan kepada Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang; 

41. Program Kampung Iklim Kategori Utama dari Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan kepada Dusun Glongsor Desa Sidorejo Kecamatan Jabung Kabupaten 

Malang; 

42. Program Kampung Iklim Kategori Utama dari Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan kepada Dusun Binangun Desa Genengan Kecamatan Pakisaji 

Kabupaten Malang; 

43. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dari Gubernur Jawa Timur 

kepada SDN 1 Tamanharjo; 

44. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dari Gubernur Jawa Timur 

Kepada SD Islam Bani Hasyim; 
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45. Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari (BERSERI) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 

Kategori Mandiri dari Gubernur Jawa Timur kepada Desa Sekarpuro Kecamatan 

Pakis; 

46. Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari (BERSERI) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 

Kategori Madya dari Gubernur Jawa Timur kepada Desa Slamet Kecamatan 

Tumpang; 

47. Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari (BERSERI) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 

Kategori Pratama dari Gubernur Jawa Timur kepada Desa Sumberdem 

Kecamatan Wonosari dan Desa Genengan Kecamatan Pakisaji; 

48. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2022 dari Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia kepada MTSN 2 Malang dan SMPN 1 Pakis; 

49. Nirwasita Tantra dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia; 

50. Lencana Bakti Desa Pertama dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi RI kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

51. Lencana Bakti Ekonomi Desa dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi RI kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; 

52. Kepala Desa Perempuan Inspiratif Tahun 2022 dari Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI kepada Desa Sananrejo Kec. Turen; 

53. Pemenang IV Perlombaan Desa dan Keurahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 

dari Gubernur Jawa Timur kepada Desa Madiredo Kec. Pujon; 

54. Nugraha Karya Desa Brilian 2022 dari Direktur Utama BRI Pusat kepada Desa 

Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kab Malang; 

55. Pemenang Harapan Terbaik I Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat 

Prov. Jatim Tahun 2022 dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur 

kepada Desa Madiredo Kec. Pujon; 

56. Juara Favorit Lomba Video Pendek Kreatif Tema "Kampung Keluarga Berkualitas 

Bebas Stunting" dalam rangka Hari Keluarga Nasional ke-29 Tahun 2022 dari 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; 

57. Juara I Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2022 dari Perwakilan 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur 

kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Malang; 

58. Favorite Award "Aplikasi "Konco Sregep" sebagai Upaya Pencegahan Stunting 

berbasis Local Wisdom dan Digital Literacy pada Remaja" Kategori IT Kesehatan 

Tahun 2022 dari Indonesia Healthcare Forum kepada Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; 
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59. Apresiasi Pemutakhiran Pendataan Keluarga sebagai Kabupaten/Kota tepat waktu 

mendata dengan capaian 100% pada tanggal 31 Oktober 2022 dari Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; 

60. Juara II Lomba Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Paripurna kategori 

SMA/sederajat Tahun 2022 dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur kepada 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; 

61. Juara I Lomba Video Pendek Kreatif Tema "Kampung Keluarga Berkualitas Cegah 

Stunting" Tahun 2022 dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur kepada Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang; 

62. Sekolah Siaga Kependudukan "Paripurna" Tahun 2021 dari Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Malang; 

63. Anugerah Indonesia Persada, ID Award III Tahun 2022 dari Persatuan Radio TV 

Publik Daerah Seluruh Indonesia (Persada ID) kepada LPPL Kanjuruhan; 

64. Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Ke-4 dari Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Dinas 

Komunikasi dan Informatika; 

65. Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia kepada Dra 

Pantjaningsih Sri Rejeki, MM; 

66. Juara Umum lomba perkoperasian dan usaha kecil dan menengah provinsi jawa 

timur tahun 2022 dari Gubernur Jawa Timur; 

67. Kepala Daerah Kabupaten/Kota Pembina Koperasi terbaik lomba perkoperasian 

dan usaha kecil dan menengah provinsi jawa timur tahun 2022 dari Gubernur 

Jawa Timur; 

68. Juara II UKM Berprestasi-Kategori makanan dan Minuman lomba perkoperasian 

dan usaha kecil dan menengah provinsi jawa timur tahun 2022 dari Gubernur 

Jawa Timur kepada Julia Iswandi (Aira Food); 

69. Juara III Koperasi Berprestasi-Kelompok Koperasi Keuangan 

(KSP/KSPPS/USP/USPPS) lomba perkoperasian dan usaha kecil dan menengah 

provinsi jawa timur tahun 2022 dari Gubernur Jawa Timur kepada Koperasi Kredit 

Patitis Sae; 

70. Juara Harapan II Kategori makanan dan Minuman lomba perkoperasian dan 

usaha kecil dan menengah provinsi jawa timur tahun 2022 dari Gubernur Jawa 

Timur kepada Heru Nurwahyudin (Superheru Snack Factory); 

71. Koperasi Siswa/Sekolah terbaik dalam mengembangkan Keanggotaan Koperasi di 

Jawa Timur Tahun 2021 dari Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia kepada 

Koperasi Siswa SMKN I Turen; 
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72. Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "SANGAT BAIK" dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang; 

73. Piagam Penghargaan Gunernur Jawa Timur kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten Malang yang telah Berperan Aktif dalam Pembangunan Sektor 

Kelautan dan Perikanan dari Gubernur Jawa Timur kepada Dinas Perikanan; 

74. Piagam Penghargaan Ketua Forikan Provinsi Jawa Timur dari Ketua Forikan 

Kabupaten Malang dengan kategori Acara Gemarikan Terinovatif dari Ketua 

Forikan Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Perikanan; 

75. 5 Konsep Musik Terbaik Festival Musik Jawa Timur Tahun 2022 dari Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang; 

76. 5 Grup Penguasaan Iringan Terbaik Parade Dalang Bocah Jawa Timur 2022 dari 

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Pariwisata 

Dan Kebudayaan Kabupaten Malang; 

77. 10 Dalang Terbaik Festival Wayang Kulit Dalang Muda Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2022 dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur kepada 

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang; 

78. Penyaji Pekan Kebudayaan Daerah Jawa Timur dari Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang; 

79. 3 Penata Tari Terbaik Festival Karya Tari Jawa Timur Tahun 2022 dari Dinas 

Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan Kabupaten Malang; 

80. 3 Penata Rias Busana Terbaik Festival Karya Tari Jawa Timur Tahun 2022 dari 

Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Pariwisata 

Dan Kebudayaan Kabupaten Malang; 

81. 3 Penyaji Terbaik Festival Ludruk Tahun 2022 dari Dinas Kebudayaan Dan 

Pariwisata Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 

Kabupaten Malang; 

82. Juara I Kategori Agribisnis Sayuran Lomba Agribisnis Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Tingkat Provinsi Jawa Timur dari Gubernur Jawa Timur kepada Dinas 

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 

83. Juara 1 Lomba Video UMKM Hortikultura dari Direktur Jenderal Hortikultura Dinas 

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 

84. Juara III Kategori Agribisnis Padi Lomba Agribisnis Tanaman Pangan, dan 

Hortikultura Tingkat Provinsi Jawa timur dari Gubernur Jawa Timur Dinas 

Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 
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85. Juara II Kategori Penilaian Manajemen Kelompok Agribisnis Itik/Entok Manajemen 

Kelompok Agribisnis Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dari Gubernur 

Jawa Timur kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Kelompok Cah 

Angon) Desa Balearjo Kecamatan Pagelaran; 

86. Peringkat I Kabupaten/Kota Dengan Capaian Penandaan dan Pendataan Hewan 

Terbanyak di Jawa Timur s/d November 2022 dari Sekretaris Daerah Provinsi 

Jawa Timur kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

87. Peringkat II Kabupaten Dengan Capaian Vaksinasi PMK Terbanyak kepada dari 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan; 

88. Juara Harapan II Penataan Display Produk Terbaik dari PT. Debindo Mitra Tama 

kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang; 

89. East Java Halal Agro Industry Fest 2022 dari Gubernur Jawa Timur kepada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang; 

90. Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Berkontribusi pada PDRB Sektor Agro Jawa 

Timur Tahun 2021 dari Gubernur Jawa Timur kepada Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Malang; 

91. Dinas yang Aktif Mendukung Pengembangan Startup Digital dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Kabupaten Malang; 

92. Kategori Penyelesaian Bar Rekon Pajak Pusat Atas Beban APBD Semester I 

Tahun 2022 Tercepat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan kepada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 

Malang; 

93. Harapan II ASN Achievement Award Tahun 2022 dari Gubernur Jawa Timur 

kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kabupaten Malang; 

94. Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Malang dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang 

sebagai Pengampu; 

95. Anugerah Meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang 

sebagai Pengampu; 

96. Kabupaten Sangat Inovatif dari Kementrian Dalam Negeri; 

97. Penghargaan Terinovatif III dari Gubernur Jawa Timur kepada Badan Penelitian 

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang; 
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98. 15 Peserta Terbaik Kategori Unit Pengelola Pelayanan Publik (Upp) Kompetisi 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Ke-4 dari Gubernur Jawa Timur 

kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Malang; 

99. Pemenang IV Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dari 

Gubernur Jawa Timur kepada Desa Madirejo; 

100. Nugraha Karya Desa BRILIAN Nasional Tahun 2022 dari Bank BRI kepada Desa 

Pujon Kidul; 

101. Bidang Pangan Pemuda Pelopor Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dari Gubernur 

Jawa Timur kepada Kecamatan Kasembon; 

102. Petani Milenial Inovatif dari Menteri Pertanian kepada Kecamatan Kasembon; 

103. Juara 1 tingkat Nasional Lomba Wana Lestari Tahun 2022 Kategori Penyuluh 

Kehutanan Swadaya Masyarakat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Republik Indonesia kepada JAIS (Penyuluh Kehutanan Swadaya 

Masyarakat/PKSM); 

104. Desa Brilian tahun 2022 Batch 2 Desa Sanankerto dari PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk kepada Desa Sanankerto Kecamatan Turen; 

105. Mendapat CSR dari Bank BRI sebesar 1 M dari PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk kepada Desa Sanankerto Kecamatan Turen; 

106. Aplikasi Multi Layanan Desa Talok dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada 

Desa Talok Kecamatan Turen; 

107. Juara I Kepala Desa Perempuan Inspiratif dari Kementerian Desa kepada Desa 

Sananrejo Kecamatan Turen. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah 

Kabupaten Malang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 dan 

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya. Dari hasil 

evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Malang dapat disimpulkan bahwa sasaran-

sasaran pada tiap-tiap Misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dikategorikan berhasil dicapai karena nilai capaiannya diatas standar 

penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja sebagai berikut: 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

TARGET 

2022  

REALISASI 

2022 

CAPAIAN 

2022 

1 

 

 

Meningkatkan 

Pembangunan Sumber 

Daya Manusia yang 

Unggul 

Indeks Pembangunan 

Manusia 
71,13 71,38* 100,35% 

Indeks Gini 0,350 0,368* 105,14% 

2 Memperluas Akses 

Lapangan Kerja dan 

Wirausaha Baru 

Persentase Tingkat 

Kemiskinan 
9,45% 9,55* 98,95% 

Persentase Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

5% 6,57* 131,4% 

3 Menumbuhkan 

Kesadaran Hukum dan 

Partisipasi Politik yang 

Demokratis dan Agamis 

Persentase 

Penurunan Kasus 

Konflik Sosial dan 

Keagamaan 

22,22% 23,61% 106,25% 

4 Meningkatkan Kinerja 

Pemerintah Daerah 

yang Transparan, 

Akuntabel dan 

Responsif serta 

Meningkatkan Inovasi 

dan Teknologi Informasi 

Pelayanan Publik 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

71,62 77,40 108,07% 

5 Meningkatkan 

Kemandirian Desa dan 

Pembangunan 

Infrastruktur  

Persentase Desa 

Mandiri 
16,93% 24,04% 141,99% 

Persentase 

Pelayanan Kualitas 

Infrastruktur 

61,59% 62,29% 101,13% 

6 Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Keluarga, Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

Indeks Pembangunan 

Gender 88,745 88,34** 99,54% 

7 Meningkatkan Iklim 

Investasi dan Industri 

Pertumbuhan 4,2% 5,13% 122,14% 









 

 
 

PENGUKURAN KINERJA  

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  

TAHUN 2022 

 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 

TARGET 

2022  

REALISASI 

2022 

CAPAIAN 

2022 

1 

 

 

Meningkatkan 

Pembangunan Sumber 

Daya Manusia yang 

Unggul 

Indeks Pembangunan 

Manusia 
71,13 71,38* 100,35% 

Indeks Gini 0,350 0,368* 105,14% 

2 Memperluas Akses 

Lapangan Kerja dan 

Wirausaha Baru 

Persentase Tingkat 

Kemiskinan 
9,45% 9,55* 98,95% 

Persentase Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

5% 6,57* 131,4% 

3 Menumbuhkan 

Kesadaran Hukum dan 

Partisipasi Politik yang 

Demokratis dan Agamis 

Persentase 

Penurunan Kasus 

Konflik Sosial dan 

Keagamaan 

22,22% 23,61% 106,25% 

4 Meningkatkan Kinerja 

Pemerintah Daerah 

yang Transparan, 

Akuntabel dan 

Responsif serta 

Meningkatkan Inovasi 

dan Teknologi Informasi 

Pelayanan Publik 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

71,62 77,40 108,07% 

5 Meningkatkan 

Kemandirian Desa dan 

Pembangunan 

Infrastruktur  

Persentase Desa 

Mandiri 
16,93% 24,04% 141,99% 

Persentase 

Pelayanan Kualitas 

Infrastruktur 

61,59% 62,29% 101,13% 

6 Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Keluarga, Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

Indeks Pembangunan 

Gender 88,745 88,34** 99,54% 

7 

 

Meningkatkan Iklim 

Investasi dan Industri 

yang Kondusif untuk 

Menjamim 

Keberlangsungan 

Usaha Ekonomi 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

4,2% 5,13% 122,14% 

8 Mengembangkan 

Teknologi Informasi 

Usaha Kelompok 

Ekonomi Kreatif, Seni 

Indeks Daya Saing 

Pariwisata  1,5 0,57 38% 






